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BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR' 87 TAHUN 2023,

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Opersional Pelayanan Administrasi Pemerintahan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang
Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu
ditetapkan Standar Operasional Prosedur);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Undang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4007) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 5
Tzhun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

Tertintegrasi secara Elektronik;

10. Keputusan...
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MIEMUTUBKAN |

Menetapkan | PERATURAN  BUPATE MERAUKE TENTANG  STANDAK
OPIERABIONAL — PROBEDUK  PERIZINAN - DAN - HOKN
PERIZINAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN  PELAYANAN TERPADU  SATU  PINTU  (DPMIFTSR)
KABUPATIEN MEERAUKY,

AL |
KISTENTUAN UMUM
Prsal |

Dalarm Peraturan Bupatl inf yang dimaksud dengan

I, Daerah adalah Kabupaten Merauke,

2. Pemerintah  Daerah  adalah  unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Merauke yang
terdirl atas Bupatl dan Peranghkat Daerah Kabupaten
Merauke,

3, Bupati adalah Bupati Merauke,

4, Hekretaris  Daerah  adalabh  Sekretaris  Daerah
Kabupaten Mernuke,

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Merauke yang selanjutnya
disebut  dengan  DPMPTSP  Kabupaten  Merauke
adalah  Organisasl  Perangkat  Daerah  yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Bidang
Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal,

6, Orpanisast Perangkat Daerah Kabupaten Merauke
yang,  selanjutnysn  di - singkat  OPD  adalah
Orpunisani/Lembagn Pemerintah Daerah yang terdiri
duri Sekretarint  Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daernh, Inspektornt, Lembagn Teknis Daerah, Satuan
Polisi - Pamong Praja, dan Distrik  di  Kabupaten

Merake,

7. Perizinan,..
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7. Perizinan Berusaha adalah legalitan yang diberikan
kepada  Pelaku  Usaha  untuk  memulai  dan
menjalankan usaha dan/atau kegintannya,

8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang  Kegiatan
Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara
Elektronik  (Online Single Submission) yang
selanjutnya disebut Sistem 0SS adalah sistem
elektronik terintegrasi yang dikelola dan
diselenggarakan  oleh  Lembaga 0SS  untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut dengan PTSP adalah pelayanan yang
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;

11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

12. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang
dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum
bidang perizinan, non perizinan dan penanaman
modal pada DPMPTSP Kabupaten Merauke.

13. Tim Teknis adalah tim kerja teknis terdiri dari unsur
unsur OPD teknis terkait yang memiliki kewenangan
untuk mengambil keputusan dalam memberikan
rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu
permohonan perizinan.

14. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah
pemberian satu atau lebih izin dan non perizinan
kepada orang atau Badan Hukum untuk melakukan
aktifitas usaha dan / atau kegiatan bukan usaha.

15. Perizinan adalah izin kepada orang pribadi atau
Badan Usaha yang dimaksudkan sebagai pembinaan,
pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas
kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan
sumberdaya alam, barang, sarana, prasarana, atau
fasilitas tertentu guna menlindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai
kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

17. Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan
yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan
sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang
diproses secara terpadu dan bersamaan,

18. Nomor...
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Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat
NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku
Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai
identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan
kegiatan usahanya.

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Izin adalah Dokumen yang diterbitkan olen DPMPTSP
Kabupaten Merauke berdasarkan peraturan daerah
atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau
kegiatan tertentu.

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Merauke untuk orang pribadi atau badan;
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang
selanjutnya  disebut SPTRD  adalah  Surat
Pemberitahuan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi daerah yang terutang.

Konfirmasi Status Wajib Pajak, selanjutnya disingkat
KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan
publik tertentu untuk memperoleh keterangan status
wajib pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak, atas
layanan publik tertentu pada perangkat Daerah.
Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang
diberikan oleh  Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat.

Pembinaan adalah upaya pengembangan,
pemantapan, pemantauan, Evaluasi dan penilaian.
Pengaduan masyarakat adalah Laporan dari
masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan.

BAB Il
VISI DAN MISI
Pasal 2

Visi Pelayanan Dinas PMPTSP adalah Terwujudnya

Pelayanan Publik di bidang Perizinan Yang Cepat, Tepat,
Efesien, Efektif dan Akuntabel guna mewujudkan

Merauke sebagai tujuan Investasi.

(2) Misi...
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(2) Misi Pelayanan Dinas PMPTSP adalah meningkatkan :
a. Kualitas Pelayanan;

b. Keinginan masyarakat untuk berusaha,
¢, Citra aparatur penyelenggara pelayanan Perizinan;

d. Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya

Manusia (SDM) di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan.

BAB 111
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
Pasal 3

(1) Motto Pelayanan Perizinan adalah “Kami Siap Melayani
Anda Dengan Profesional”.

(2) Maklumat Pelayanan Perizinan adalah “Dengan Ini
Kami  Menyatakan  Sanggup  Menyelenggarakan
Pelayanan sesuai standar Yang Telah Ditetapkan dan
apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi
sesuai peraturan yang berlaku”.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur
Pasal 4

(1) Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab

dan wewenang DPMPTSP dalam penyelenggaraan
pelayanan.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur
adalah sebagai berikut :
a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur bagi

DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

b. Meningkatkan pelayanan informasi publik di

lingkungan DPMPTSP untuk menghasilkan layanan
informasi publik yang berkualitas.

Pasal 5
Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan

sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, Il dan

Lampiran 1ll yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. '

BAB...
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BAB V
PRINSIP PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pelayanan
Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diatur dan
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan
publik, yaitu :

Koordinasi;

Integrasi;

Sinkronisasi;

Transparansi;

Simplikasi;

Akuntabilitas;

Kepastian

Akurasi

Keamanan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana;

Kemudahan Akses;

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan;

m. Kenyamanan.

FRTMER M A0 o

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan
Pasal 7

Penyelenggaraan Jenis Pelayanan terpadu satu pintu pada
DPMPTSP Kabupaten Merauke terdiri dari :

a. Pelayanan Perizinan;

b. Pelayanan Non Perizinan.

Pasal 8

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a, meliputi Bidang :

Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesehatan,

Perhubungan,;

Perindustrian;

Perdagangan;

Koperasi dan UKM;

Perikanan;
Pertanian dan Hortikultura;

9. Peternakan...
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9, Peternakan;

10. Pariwisata;
11. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

12. Perumahan dan Pemukiman;
13. Lingkungan Hidup;

14. Ketenagakerjaan;

15. Penanaman Modal.

Pasal 9

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf b meliputi :

1. Penerbitan Rekomendasi dan Surat
Keterangan/Penolakan;

2. Pembatalan/pencabutan Perizinan;

3. Pelayanan Informasi dan Pengaduan;

4. Survey Kepuasan Masyarakat.

Pasal 10
Pelayanan Informasi meliputi :
1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non
Perizinan;
3. Informasi Penanaman Modal.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN UMUM
Pasal 11

(1) Prosedur Pelayanan Umum untuk Perizinan Berusaha
melalui Sistem Online Single Submission adalah
sebagai berikut :

1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran pada sistem
Online Single Submission (OSS);

2. Pelaku Usaha melakukan pengisian data usaha pada
sistem Online Single Submission (OSS);

3. Sistem Online Single Submission (OSS) akan
menggolongkan berdasarkan resiko berdasarkan
data yang di isi oleh pelaku usaha;

4. Berdasarkan resiko pelaku usaha melakukan
pemenuhan persyaratan yang disyaratkan dalam
proses perizinan berusaha berbasis resiko;

5. OPD teknis sesuai kewenangannya melakukan
verifikasi berkas yang di ajukan oleh pelaku usaha.

6. Unit perizinan melakukan validasi berdasarkan hasil
verifikasi dari OPD teknis ;

7. Kepala DPMPTSP memberikan persetujuan terhadap
berkas yang telah dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Prosedur...
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(2) Prosedur Pelayanan Umum Perizinan Daerah DPMPTSP
adalah sebagai berikut :

1. Pemohon melakukan pendaftaran secara Online.

2. Petugas melakukan pemeriksaan berkas, bila
terdapat kekurangan Petugas akan mengembalikan
kepada Pemohon untuk dilengkapi.

3. Berkas yang dinyatakan lengkap langsung diinput
oleh petugas untuk selanjutnya diverifikasi oleh
Kepala Seksi.

4. Kepala Seksi melakukan pemeriksaan ulang
seluruh berkas pemohon dan jika dibutuhkan
peninjauan lapangan oleh Tim Teknis/Tim Terpadu
untuk sinkronisasi data administrasi dan data
lapangan.

5. Hasil rekomendasi Tim Teknis/Tim Terpadu
menjadi dasar untuk menerima atau menolak
permohonan izin.

6. Data Pemohon dan Rekomendasi Tim Teknis/Tim
Terpadu yang telah disetujui diproses lebih lanjut
secara berjenjang.

7. Untuk izin yang berbayar setelah melalui
rekomendasi Tim Teknis/Tim Terpadu dilakukan
perhitungan dengan menerbitkan SPTRD dan
setelah disetujui pemohon ditetapkan SKRD.

8. Kasir/bendahara penerima mencetak SSRD dan
menyerahkan/mengarahkan pemohon untuk
membayar pada Kas pembantu Bank Papua.

9. Pemohon menyerahkan kembali bukti pembayaran
Retribusi Izin ke petugas Kasir/bendahara
penerima.

10. Staf verifikator (Back Office) mencetak SK Izin dan
menyerahkan  kepada Kepala Dinas untuk
ditandatangani  dengan melampirkan  bukti
pembayaran retribusi.

11. Sekretaris Dinas melanjutkan permohonan izin
melalui SIM Perizinan kepada Kepala Dinas.

12. Kepala Dinas menandatangani SK Izin dan
menyerahkan kembali ke staf verifikator (Back
Office) untuk selanjutnya diserahkan ke petugas.

13. Petugas menyerahkan SK Izin yang sudah di
Tandatangani Kepala Dinas kepada Pemohon.

14. Pemohon  menerima  Surat  lzin dengan

menandatangani tanda terima.

Pasal 12

Prosedur pelayanan perizinan dilaksanakan untuk
pemberian perizinan baru, perubahan dan perpanjangan
izin.

Pasal...
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Pasal 13

Untuk mendapatkan salinan surat izin yang hilang atau
rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan
tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melengkapi
persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan,;

2. Foto copy KTP pemegang izin;

3. Bukti laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk

dokumen yang hilang) dan atau jaminan dari Notaris ;

4. Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen

yang rusak).

BAB VII
PENGADUAN
Pasal 14
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkannya mekanisme pengaduan adalah
memberikan kepastian hukum dalam hal penyampaian
pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak
sesuai dengan Standar Pelayanan.

(2) Tujuan ditetapkannya mekanisme pengaduan adalah

sebagai berikut :
a. Memberikan akses hak masyarakat terhadap

pengajuan pengaduan;
b. Sebagai bahan evaluasi internal terhadap

penyelenggaraan pelayanan perizinan;

Pasal 16
Mekanisme Pengaduan

(1) Pemohon yang telah mendapatkan izin dapat mengisi
formulir pengaduan dan formulir tingkat kepuasan,
selanjutnya memasukan ke kotak

pengaduan/kepuasan.

(2) Petugas pengaduan menerima pengaduan dan
mengkonsultasikan dengan bidang terkait, hasil
rekomendasi dari bidang terkait disampaikan oleh

petugas pengaduan kepada pemohon.

Dalam hal terdapat ketidakpuasan terhadap izin yang
telah terbit dapat diadukan secara lisan, tertulis, sms
dan website DPMPTSP kepada Kepala DPMPTSP
melalui Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

(3)

(4) Setiap...
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(4) Setiap pengaduan wajib melampirkan identitas yang
lengkap.

BAB VIII
TATA HUBUNQGAN KERJA
Pasal 17

(1) Koordinasi antara DPMPTSP dengan OPD dalam proses
Perizinan dan Non Perizinan dilakukan melalui
pembentukan tim teknis yang terdiri dari perwakilan
unsur OPD yang memiliki kompetensi di bidangnya dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Segala jenis rekomendasi dan/atau berita acara
pemeriksaan yang diperlukan sebagai persyaratan
suatu perizinan dihasilkan/dibuat melalui mekanisme
rapat Koordinasi Tim Teknis.

(3) Anggota Tim Teknis wajib menyusun dan melaporkan
realisasi penyelenggaraan perizinan yang
diselenggarakan oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai bahan pengawasan,
pengendalian dan pembinaan lebih lanjut.

(4) Kepala DPMPTSP wajib memberikan tembusan Laporan
Kegiatan  Perizinan secara berkala dan/atau
persemester kepada OPD teknis terkait.

(5) Kepala OPD teknis terkait wajib menyampaikan hasil
pembinaan, pengawasan, pengendalian sekaligus
rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap
penyelenggaran perizinan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan
kepada Kepala DPMPTSP sebagai bahan tindak Ianjut.

(6) Kepala DPMPTSP menyelenggarakan rapat koordinasi
dengan kepala OPD sekurang-kurangnya satu kali

dalam 3 (tiga) bulan.

(7) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu,
DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 18

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu

satu pintu dilakukan oleh Bupati dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan perizinan.

(2) Pembinaan...
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengembangan sistem, Sumber Daya Manusia,
dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah.

(3) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh
Sekretaris Daerah,meliputi tata hubungan Kkerja,
evaluasi dan pelaporan.

(4) Pembinaan teknis operasional dilaksanakan oleh
masing-masing Kepala OPD sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan kewenangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 19

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu pada DPMPTSP dilakukan secara
melekat oleh atasan langsung secara berjenjang.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN |
Pasal 20 |

(1) Kepala DPMPTSP  melakukan evaluasi  atas
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Kepala DPMPTSP membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang
pelaksanaan penyelenggaraan perizinan, paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Merauke Nomor 63 Tahun 2022
tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan
Non Perizinan Daerah pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Merauke, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
IMN Awmahila

Dipindai dengan CamScanner
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BN

(2) Apabila dikemudian harl terdapat kekeliruan dalam
Peraturan Bupati inf, maka akan dilakukan perbaikan
seaual dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BADB XN
KETENTUAN PENUTUP
Pasnl 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YEREMIAS P.R. NDIKEN, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C Ny

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003
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LAMPIRAN I
NOMOR

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN MERAUKE

PERATURAN BUPATI MERAUKE
87 TAHUN 2023

DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE

A. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA
NO| JENIS PELAYANAN DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA
(1) {2} 3) (4) (S)
1 [KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
Kesesuaian Kegiatan | 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Persyaratan Minimal : |Alur Pemohon :

Pemanfaatan Ruang

Publik;

. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja;
. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Repbuli Indonesia No. 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1. Koordinat Lokasi;
2. Kebutuhan luas
lahan kegiatan

pemanfaatan ruang; -

3. Informasi
penguasaan tanah;

4. Informasi jenis
usaha;

5. Rencana jumlah
lantai bangunan,
dan;

6. Rencana luas lantai
bangunan.

1. Pendaftaran secara online;

2. OPD teknis melakukan pemeriksaan
permohonan;

3.OPD teknis memberikan persetujuan untuk
notifikasi pembayaran PNBP;

4. Pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP
sesuai notifikasi yang disampaikan,;

5. KANTAH melakukan proses PERTEK;

6. Berdasarkan PERTEK dan hasil Verifikasi
Forum, OPD Teknis rekomendasi
persetujuan/penolakan permohonan;

7.DPMPTSP memberikan persetujuan berdasarkan
hasil rekomendasi dari OPD teknis;

8. Pelaku usaha mengunduh hasil PKKPR pada
sistem OSS.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SLF

PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG
(PBG)

1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung;

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun

2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

. Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-

1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M/2022, Nomor:
399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;

. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Merauke Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan
tertentu (Berlaku 5 Januari 2024);

. Memenuhi Standar

Teknis bangunan yang
telah ditetapkan Dinas
Teknis.

. Ketetapan perhitungan

retribusi dar dinas
teknis.

1. Operator DPMPTSP melakukan Penagihan retribusi
kepada pemohon yang telah memenuhi standar
teknis bangunan dan mendapatkan ketetapan
besaran pembayaran retribusi dari dinas teknis;

2. Pemohon melakukan pembayaran retribusi;
3. Pengawas DPMPTSP melakukan validasi pembayaran

dari operator.

4. Kepala DPMPTSP melakukan validasi dan

pencetakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI (SLF)

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung;

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun

2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

. Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-

1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M /2022, Nomor:
399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;

. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

1. Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG)

2. Memenuhi Standar

Teknis bangunan yang
telah ditetapkan Dinas
Teknis.

1. Kepala DPMPTSP melakukan validasi dan
pencetakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)




Merauke Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan
tertentu (Berlaku 5 Januari 2024);

SURAT BUKTI
KEPEMILIKAN
BANGUNAN GEDUNG
(SBKBG)

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun

2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

6. Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-

1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M/2022, Nomor:
399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Merauke Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan
tertentu (Berlaku 5 Januari 2024);

1. Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG)

2. Sertifikat Laik Fungsi.

3. Pemenuhan standar
teknis bangunan
(inspeksi).

1.

Kepala DPMPTSP melakukan validasi dan
pencetakan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan
Gedung (SBKBG).

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Persetujuan
Lingkungan

1. Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4

Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Persyaratan Minimal :

1. Diskripsi Kegiatan
Usaha:

2. Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang;

3. Dokumen AMDAL
atau UKL/UPL.

el S

Pendaftaran secara online melalui sistem OSS;
DPMPTSP menerima notifikasi permohonan;

OPD teknis melakukan verifikasi permohonan:
Berdasarkan hasil verifikasi OPD teknis selanjutnya
akan diterbitkan Persetujuan Lingkungan melalui
sistem OSS.




Pemantauan ingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;




B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (Resiko Menengah Tinggi)

NO

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

MEKANISME/PROSEDUR/TATA
CARA

(1)

2}

(3)

(4)

()

1

KETENAGA KERJAAN

78421 - Pelatihan Kerja Teknik
Swasta

1.

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup
Parameter
Persyaratan
Masa Berlaku :

. Seluruh

: Skala Kabupaten/Kota
: Memenuhi Standar Usaha Pelatihan Kerja Swasta

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Pemohon mendaftar di OSS;
Diperiksa oleh OPD Teknis;
Validasi pengelola perizinan;
Validasi Kepala DPMPTSP;
Sertifikat Standar/Izin/PB-
UMKU.

NPrLbD=




78422 - Pelatihen Kerja
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Swasta

1.

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang .

Lingkup : Seluruh

Parameter : Skala Kabupaten/Kota

Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

nhb=

Pemohon mendaftar di OSS;
Diperiksa oleh OPD Teknis;
Validasi pengelola perizinan;
Validasi Kepala DPMPTSP;
Sertifikat Standar/Izin/PB-
UMKU




78423 - Pelatihan Kerja
Industri Kreatif Swasta

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup
Parameter
Persyaratan

Masa Berlaku :

. Seluruh

: Kabupaten/Kota
: Memnuhi Standar Pelatihan Kerja Teknis Swasta

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

ahLD=

Pemohon mendaftar di OSS;
Diperiksa oleh OPD Teknis;
Validasi pengelola perizinan;
Validasi Kepala DPMPTSP;
Sertifikat Standar/Izin/PB-
UMKU.

78424 - Pelatihan Kerja
Pariwisata dan Perhotelan
Swasta

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Ruang
Lingkup
Parameter
Persyaratan

Masa Berlaku :

. Seluruh

: Skala Kabupaten/Kota
: Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

L=

Pemohon mendaftar di OSS;
Diperiksa oleh OPD Teknis;
Validasi pengelola perizinan;
Validasi Kepala DPMPTSP;




Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

S. Sertifikat Standar/Izin/PB-
UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
78425 - Pelatihan Kerja Bisnis Undang — Ruang 1. Pemohon mendaftar di OSS;
dan Manajemen Swasta Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh 2. Diperiksa oleh OPD Teknis;
Tahun 2009 . 3. Validasi pengelola perizinan,;
tentang Parameter + Skala Kab.upaten/ Kota . ) . 4. Validasi Kepala DPMPTSP;
Pelayanan Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta 5. Sertifikat Standar/Izin/PB-
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha UMKU.
Undang -
Undang No. 6

Tahun 2023




tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
78426 - Pelatihan Kerja Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Pekerjaan Swasta Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang ) . . . Teknis;
Pelayanan Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta Validasi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Perizinan;




Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
78427 - Pelatihan Kerja Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Pertanian dan Perikanan Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Swasta Tahun 2009 Parameter . Skala Kabupaten/Kota D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang ) . ) . Teknis;
Pelayanan Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta Validasi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Perizinan,;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan




Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
78429 - Pelatihan Kerja Swasta Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Lainnya Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh OSS;
Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang . . . . Teknis;
Pelayanan Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta Validasi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Perizinan,;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah

Pengganti




Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
78431 - Pelatihan Kerja Teknik Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di
Perusahaan Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh 0OSSs;
Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang ) . ) . Teknis;
Pelayanan Persyaratan : Memenuhi Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta Validasi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Perizinan,;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun




2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

2 [PARIWISATA

49425 - Angkutan Darat Wisata Undang - Ruang _ Usaha pengangkutan penumpang dengan Pemohon Mendaftar di

Undang No. 25 | Lingkup " kendaraan tidak bermotor OSS;
Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota Dlper'lksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan : NA Validasi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Perizinan,;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.




5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
55120 & 55110 - Hotel, dengan Undang - 55120 : Usaha penyediaan jasa layanan Pemohon Mendaftar di
jumlah .kamar. tidur tamu 61 - Undang No. 25 penginapan bagi umum yang dikelola secara OSS; .
100 unit arat jumlah karyawan Tahun 2009 Ruang _ komersial dengan menggunakan sebagian atau Diperiksa Oleh OPD
41 - 99 orang tentang Lingkup " seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi Teknis;
Pelayanan ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan Validasi Pengelola
Publik; dalam surat keputusan instansi yang membinanya Per%zine}n;
823222 1\10- 6 Parameter : Skala Kabupaten/Kota \Ig%lﬁ/?;,ilsgfpala
Tahun 2023 Persyaratan : NA Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;




Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
55193 - Vila Bintang 1 Undang - Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Ruang . umum yang merupakan rumah-rumah pribadi OSs;
Tahun 2009 Lingkup " yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut Diperiksa Oleh OPD
tentang fasilitas nya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya Teknis;
Pelayanan Parameter : Skala Kabupaten/Kota Val}d'a si Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Persyaratan : NA Validasi Kepala
Undang No. 6 Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.




6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
55194 - Apartemen Hotel, Undang — Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi Pemohon Mendaftar di
dengan unit hunian tamu 61 - Undang No. 25 umum yang mengelola dan memfungsikan OSS;
100 unit atau jumlah karyawan Tahun 2009 Ruang . aparemen sebagai hotel untuk tempat tinggal Diperiksa Oleh OPD
41 - 99 orang tentang Lingkup " sementara dengan perhitungan pembayaran Teknis;
Pelayanan sesuai ketentuan. Misalnya apartemen Validasi Pengelola
Publik; hotel/kondominium hotel apartel/kondotel Perizinan;
EESZEE i\Io. 6 Parameter : Skala Kabupaten/Kota \]S%I;/(El;;lsgfpala
Tahun 2023 Persyaratan : NA Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha di

Daerah;
55900 - 1..Per}yediaan Undang — Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan Pemohon Mendaftar di
Akomodasi Lainnya (Jasa Undang No. 25 dalam periode waktu yang tidak singkat. OSS;
manajemen hotel) 2. o Tahun 2009 Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk D1per.1ksa Oleh OPD
Peny§d1aap Akomo@as1 Lamny a tentang jangka yang lebih lama atau sementara baik Tek.nls;.
(hunian wisata senior/lansia) Pelayanan Ruan kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama Val%d.am Pengelola
Publik; Lin ki : untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Per%zme}n;
Undang - gxup Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini Validasi Kepala
Undang No. 6 mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, DPMPTSP;
Tahun 2023 asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik Sertifikat )
tentang dengan makan maupun tidak dengan makan. Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Menyesuaikan penjelasan KBLI
ggiéﬁﬁgh Parameter : Skala Kabupaten/Kota
Pengganti Persyaratan : NA

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Masa Berlaku :

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha




Berusaha di

Daerah;
56101 - Restoran dengan Undang — Usaha yang menyajikan makanan dan minuman 1.  Pemohon Mendaftar di
jumlah tempat duduk tamu 50 Undang No. 25 R untuk dikonsumsi ditempat usahanya. bertempat OSs;
- 100 unit Tahun 2009 Lililarlii : disebagian atau seluruh bangunan permanen, 2. Diperiksa Oleh OPD
tentang gxup dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi Teknis;
Pelayanan memasak dan menyajikan sesuai pesanan 3. Validasi Pengelola
Publik; . Perizinan;
Undang - Parameter : Skala Kabupaten/Kota 4. Validasi Kepala
Undang No. 6 |Persyaratan : NA DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha S.  Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

79111 - Aktivitas Agen
Perjalanan Wisata

Undang -
Undang No. 25

Ruang
Lingkup

~ Usaha yang kegiatannya sebagai perantara
" penjualan paket wisata baik secara daring (online)

1.

Pemohon Mendaftar di
0OSS;
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Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Parameter
Persyaratan
Masa Berlaku :

maupun luring (offline), yang dikemas oleg biro
perjalanan wisata; Memesan tiket angkutan darat
laut dan udara baik untuk tujuan dalam negeri
maupun luar.

: Skala Kabupaten/Kota
: NA

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
79121 - Aktivitas Biro Undang - Ruang _ Usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan Pemohon Mendaftar di
Perjalanan Wisata Undang No. 25 | Lingkup " dan pengemasan komponen-komponen perjalanan OSs;
Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota Diperiksa Oleh OPD
tentang ’ P Teknis;
Pelayanan Persyaratan : NA Validasi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Perizinan,;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;




Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

5.

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

91021 - Museum Yang Dikelola
Pemerintah

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Ruang
Lingkup

Parameter
Persyaratan
Masa Berlaku :

Usaha pengelolaan tempat dan fasilitas serta
kegiatan pameran cagar budaya, benda seni,
koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi

: edukasi rekreasi dan riset untuk mendukung

pengembangan pariwisata dengan memperhatikan
nilai pelestarian dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang dikelola oleh pemerintah

: Skala Kabupaten/Kota
: NA

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.




Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
91022 - Museum Yang Dikelola Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Swasta Undang No. 25 Lingkup : Kegiatan museum yang dikelola oleh swasta OSS;
Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan : NA Validasi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Perizinan,;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun




2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
93193 - Aktivitas Perburuan Undang - Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha tau Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Ru alil{g : operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan OSSs;
Tahun 2009 Lingkup cagar alam dan suaka margasatwa Diperiksa Oleh OPD
tentang Parameter : Skala Kabupaten/Kota Tek.nls; .
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Persyaratan : NA Perizinan;
Undang - Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja




Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
93219 - Aktivitas Taman Undang - Usaha pengoperasian teman rekreasi, termasuk Pemohon Mendaftar di
Bertema atau Taman Hiburan Undang No. 25 taman bertema atau taman hiburan dan pasar OSs;
Lainnya Tahun 2009 R.u ans : malam hiburan rakyat yang dilakukan di dalam Diperiksa Oleh OPD
tentang Lingkup ataupun diluar ruangan selain yang tercakup pada Teknis;
Pelayanan kelompok 93221 Validasi Pengelola
Elizléi’g ) Parameter : Skala Kabupaten/Kota \P;Zlﬁzl:;nléepala
Undang No. 6 |Persyaratan : NA DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

93221- - Pemandian Alam Undang - Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan OSs;
Tahun 2009 atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat Diperiksa Oleh OPD
tentang Ruang _ dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan Teknis;
Pelayanan Lingkup " makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Validasi Pengelola
Publik; Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Perizinan;
Undang - Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Validasi Kepala
;‘Jn}?angg ggs 6 Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT) SPM?ESP;

ahun ertifikat

tentang Parameter : Skala Kabupaten/Kota Standar/Izin /PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan : NA Pemohon Mendaftar di
Peraturan Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha OSS;
Pemerintah Diperiksa Oleh OPD
Pengganti Teknis;

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.




Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;

Undang No. 25 untuk menikmati keindahan alam dengan OSs;

Tahun 2009 R menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan Diperiksa Oleh OPD
tentang L.u arlig : dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan Teknis;

Pelayanan ngEup makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Validasi Pengelola
Publik; Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa Perizinan;

Undang - (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat) Validasi Kepala
,}J:Sj;l%gg 3 6 Parameter : Skala Kabupaten/Kota g;lgg’l:f’

tentang Persyaratan : NA Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.




6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
93229 - Daya Tarik Wisata Undang - Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan Pemohon Mendaftar di
Alam Lainnya Undang No. 25 |Ruang : daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada OSs;
Tahun 2009 Lingkup kelompok 93221 s.d. 93224 Diperiksa Oleh OPD
tentang Parameter : Skala Kabupaten/Kota Tek.ms;.
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Persyaratan : NA Perizinan;
Undang - Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha di

Daerah;

93231 - Wisata Agro Undang - Usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi OSS;
Tahun 2009 tanaman pangan dan holtikultura perkebunan, Diperiksa Oleh OPD
tentang perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok Teknis;
Pelayanan dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbgai Validasi Pengelola
Publik; Ruang . jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan Perizinan;
Undang - Lingkup " minum serta akomodasi. Jenis - jenis kegiatannya Validasi Kepala
Undang No. 6 meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan DPMPTSP;
Tahun 2023 dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Sertifikat
tentang Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata
Peraturan Kebun Apel Batu (Malang)
Pemerlntgh Parameter : Skala Kabupaten/Kota
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Persyaratan
Masa Berlaku :

: NA

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
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93239 - Daya Tarik Wisata
Buatan/Binaan Manusia
Lainnya

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Ruang
Lingkup

Parameter
Persyaratan
Masa Berlaku :

Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan
daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang

" belum dicakup pada kelompok 93231 s.d 93233.

Termasuk wisata Outbond

: Skala Kabupaten/Kota
: NA

Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
93292 - Karaoke Undang - Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Ruang _ untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat OSs;
Tahun 2009 Lingkup " dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan Diperiksa Oleh OPD
tentang makanan dan minuman Teknis;
Pelayanan Parameter : Skala Kabupaten/Kota Validasi Pengelola

Publik;

Perizinan;




Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Persyaratan : NA
Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
96129 - Aktivitas Kebugaran Undang - Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang Pemohon Mendaftar di
Lainnya Undang No. 25 berkaitan dengan kebugaran jasamani dan OSs;
Tahun 2009 Ruang . kenyamanan, seperti kegiatan Mandi Turki, mandi Diperiksa Oleh OPD
tentang Lingkup " Sauna, dan Steam, Solarium (mandi sinar Teknis;
Pelayanan matahari), salon untuk merampingkan tubuh Validasi Pengelola
Publik; (reducing dan slendering salon), dan fish spa Perizinan;
823222 i\Io. 6 Parameter : Skala Kabupaten/Kota \]g%l;/?;’ilsg;apala
Tahun 2023 Persyaratan : NA Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan




Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
3 [KESEHATAN
21022 - Industri Produk Obat Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Tradisional Untuk Manusia Undang No. 25 | Lingkup : Usaha mikro obat tradisional OSS;
Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang o ] Teknis;
Pelayanan 1. Administrasi Umum; _ ) Validasi Pengelola
Publik; 2. l\/iemlthkl pahl?g r(;lniiah ;I‘ercllgga TTI.{IHS Kefarmasian (TTK) Perizinan;
atau tenaga kesehatan tradisonal jamu; Validasi Kepala
Persyaratan 3. Rencana Produksi UMOT; DPMPTSP; P
4. Pembayaran PAD. Sertifikat
Undang - Standar/Izin/PB-UMKU.
Undang No. 6 |Masa . 5 Tahun
Tahun 2023 Berlaku
tentang
Penetapan
Peraturan

Pemerintah




Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
47721 - Perdagangan Eceran Undang - Ruang ) Pemohon Mendaftar di
Barang dan Obat Farmasi Undang No. 25 | Lingkup : Apotek OSS;
Untuk Manusia di Apotek Tahun 2009 Parameter : Skala Kabupaten/Kota Dlpeljlksa Oleh OPD
tentang o ) Teknis;
Pelayanan L. Admlr}lstrasu Validasi Pengelola
Publik; g ;okasn Perizinan;
. . Bangunan; o
gggzgg No. 6 Persyaratan 4. Sarana, Prasarana dan Peralatan,; g?:%?;igg;e pala
Tahun 2023 5. SDM Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Masa Berlaku : 5 Tahun
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja




Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
47722 - Perdagangan Eceran Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Barang dan Obat Farmasi Undang No. 25 | Lingkup : Toko Obat 0OSSs;
Untuk Manusia Bukan di Tahun 2009 Parameter . Skala Kabupaten/Kota Diperiksa Oleh OPD
Apotek : (Toko Obat) tentang ) - ) Teknis;

Pelayanan 1. Administrasi; Validasi Pengelola

Publik; g EOkaSI Perizinan;

- . Bangunan S

823222 No. 6 Persyaratan 4. Sarana, Prasarana dan Peralatan; \]S%I;/?Silsg;e pala

Tahun 2023 5. SDM Sertifikat

tentang Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan Masa Berlaku : 5 Tahun

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
47842 - Perdagangan Eceran Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Kaki Lima dan Los Pasar Undang No. 25 |Lingkup : Toko Obat OSSs;
Farmasi Tahun 2009 Parameter . Skala Kabupaten/Kota D1pe1T1ksa Oleh OPD
tentang o . Teknis;
Pelayanan 1. Administrasi; Validasi Pengelola
Publik; g ;okasu Perizinan;
. . Bangunan; s daci
823222 No. 6 Persyaratan 4. Sarana, Prasarana dan Peralatan; g%lﬂ/?s;lsgf pala
Tahun 2023 5. SDM Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Masa Berlaku : 5 Tahun
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang




Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
81290 - Aktivitas Kebersihan Undang - Penyelenggaraan Pemohon Mendaftar di
Bangunan dan Industri Undang No. 25 pengendalaian vektor dan OSS;
Lainnya Tahun 2009 binatang pembawa penyakit Diperiksa Oleh OPD
tentang Ruang : pada bangunan, Teknis;
Pelayanan Lingkup permukiman industri dan Validasi Pengelola
Publik; tempat usaha lainnya di Perizinan;
Undang - wilayah Validasi Kepala
,}J;I?j;lgzgg 3 6 Parameter : Skala Kabul'oajcen / Kota g;%ggif’
tentang 1. Administrasi Umum; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 2. Sarana dan peralatan,;
Peraturan Persyaratan 3. SDM;
Pemerintah 4. PNBP/PAD.
Pengganti
Undang-Undang| Masa Berlaku : 3 Tahun

Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha di

Daerah;
86101 - Aktivitas Rumah Sakit Undang - Ruang . ) Pemohon Mendaftar di
Pemerintah Undang No. 25 Lingkup : Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D 0SS;
E:rigggzoog Parameter : Skala Kabupaten/Kota ’?éifl?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Administrasi Umum; Validasi Pengelola
Publik; 2. Tekn1§, meliputi : Perizinan;
Undang - a. Lokasi; Validasi Kepala
Undang No. 6 Persyaratan b. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan,; DPMPTSP; P
Tahun 2023 c. Struktur Organisasi dan SDM; Sertifikat
tentang d. Pelayanan. Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Masa Berlaku : 5 Tahun
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha di

Daerah;

86102 - Aktivitas Puskesmas Undang - Ruang 1. Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh Puskesmas OSS;
E:rigggzoog Parameter : Skala Kabupaten/Kota 2. ’?éifl?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Administrasi Umum; 3. Validasi Pengelola
Publik; 2. Teknis, meliputi : Perizinan;
Undang - a. Lokasi 4. Validasi Kepala
Undang No. 6 b. Bangunan DPMPTSP;
Tahun 2023 Persyaratan c. Sarana Prasarana 5 Sertifikat
tentang d. Peralatan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan e. Ketenagaan
Peraturan f. Kefarmasian
Pemerintah g. Laboratorium Medis
Pengganti Masa Berlaku : 5 Tahun

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

86103 - Aktivitas Rumah Sakit
Swasta

Undang -
Undang No. 25

Ruang
Lingkup

: Toko Obat

1.

Pemohon Mendaftar di
0OSS;
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Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Parameter : Skala Kabupaten/Kota

. Administrasi Umum;

. Teknis, Meliputi :

. Lokasi;

. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan;
. Struktur Organisasi;

. Pelayanan

Masa Berlaku : 5 Tahun

Persyaratan

0.0 T D N =

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
86104 - Aktivitas Klinik Undang — Ruang o ) Pemohon Mendaftar di
Pemerintah Undang No. 25 Lingkup : Seluruh Klinik Pratama dan Utama Pemerintah OSS;
I:rizggzoog Parameter : Skala Kabupaten/Kota ’]i“)elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Administrasi Umum; Validasi Pengelola
Publik; Persyaratan 2. Teknis, meliputi : Perizinan;
Undang - a. Bangunan, Sarana, Prasarana peralatan, obat-obatan dan bahan Validasi Kepala
Undang No. 6 habis pakai klinik DPMPTSP;
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Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

b. SDM dan Struktur Organisasi Klinik
c. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan pada Klinik

: 5 Tahun

5.

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

86105 - Aktivitas Klinik Swasta

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan

. Seluruh

: Skala Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum;

2. Teknis, meliputi :
. a. Bangunan, Sarana, Prasarana peralatan, obat-obatan dan bahan
" habis pakai klinik

b. SDM dan Struktur Organisasi Klinik

c. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan pada Klinik

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.




Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

: 5 Tahun

86901 - Aktivitas Pelayanan
Kesehatan Yang Dllakukan
Oleh Tenaga Kesehatan Selain
Dokter dan Dokter Gigi

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan

. Seluruh

: Skala Kabupaten/Kota

ocuRLb=

Administrasi;
Ketenagaan;

Sarana;

Prasarana

Metode/Cara Pelayanan;
Bahan/Alat.

Masa Berlaku : 5 Tahun

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.




Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
86903 - Aktivitas Pelayanan Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di
Penunjang Kesehatan Undang No. 25 |Lingkup : Toko Obat 0OSSs;

;F:Iﬁgg 2009 1. Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama; ,]l?elii?slfsa Oleh OPD

Pelayaian Parameter 2. Unit Transfusi Darah (UTD) kelas Madya; Validaéi Pengelola

4 3. Rumah Sakit Kelas Pratama. . . g

Publik; Perizinan;

Undang - Validasi Kepala

Undang No. 6 Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama dan kelas Madya : DPMPTSP;

Tahun 2023 1. Administrasi; Sertifikat

tentang 2. Teknis, meliputi : Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan a. Bangunan Sarana, Prasarana dan Peralatan UTD;

Peraturan Persyaratan : b. Kendaraan UTD :

Pemerintah - Kendaraan Distribusi Darah;

Pengganti - Mobil Donor Darah;

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Masa Berlaku :

c. SDM dan Struktur Organisasi UTD;
d. Kemampuan Pelayanan UTD.

5 Tahun




3.

Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

02209 - Usaha Kehutanan
Lainnya

1.

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

1. Usaha penyediaan jasa wisata alam pada Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya;

2. Penyediaan jasa wisata alam antara lain kegiatan usaha
informasi pariwisata alam, Pramuwisata/Interpreter Wisata
Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam,
Cinderamata Wisata Alam, Makanan dan minuman Wisata
Alam, Persewaan peralatan Wisata Alam.

: Skala Kabupaten/Kota

1. Pemohon Perorangan

Persyaratan Administrasi :Untuk penyediaan jasa
Pramuwisata/Interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat
Keterangan keahlian/pernah mengikuti pelatihan pramuwisata.
Persyaratan Teknis

Rekomendasi dari kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi

: Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura

sesuai dengan kewenangannya.2. Memiliki dokumen pengangkatan
air limbah yang paling sedikit memuat :Persyaratan Biaya :Membayar
PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemohon Non Perorangan

Persyaratan Administrasi :Pakta Integritas

Persyaratan Teknis :a. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.




Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

Masa
Berlaku

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

Masa
Berlaku

dilakukan;

b. Memilki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi
penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam);

c. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi
Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura
sesuai dengan kewenangannya;

Persyaratan Biaya :Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: 5 Tahun

Penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga,
. irigasi atau kepentingan sosial disekitar Taman Nasional, Taman
" Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Taman
Buru;

: Taman Hutan Raya skala Kabupaten/Kota

1. Rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD:2. Rencana kegiatan
Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas listrik yang akan

: dihasilkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan;
sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan
sumber pendanaan pembangunan.

: 5 Tahun

Penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik
tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk
: pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial disekitar
Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, SUaka
Marga-Satwa dan Taman Buru.
: Skala Kabupaten/Kota
1. Rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD:2. Rencana kegiatan
Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas listrik yang akan
: dihasilkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan;
sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan
sumber pendanaan pembangunan.

: 5 Tahun
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37011 - Pengumpulan Air
Limbah Tidak Berbahaya

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan

. Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun
" usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M3/angkutan

: Skala Kabupaten/Kota

Persyaratan Administrasi :1. Persertujuan layank angkut
Persyaratan Teknis :a. Persyaratan umum usaha :1. Bukti
kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan;

2. Memiliki dokumen pengangkatan air limbah yang paling sedikit
memuat :a) Jenis dan jumlah alat angkut;

b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut;

c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atu cakupan pelayanan;
d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;

e) Peralatan untuk penanganan air limbabh;

f) Prosedur bongkar muat air limbah;

g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda
jenis air limbah yang akan diangkut.

3. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan
pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah);

4. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah;

S. Memiliki dokumen manifest.

b. Persyaratan khusus usaha :1. Alat angkut jalan umum :a)
Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;

: b) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi

kendaraan;

c) Dilekati informasi jensi air limbah yang diangkut;

d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan;

e) memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;

f) Memilki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3
pengangkutan air limbah.

2. Alat angkut berupa angkutan perkeretapian :a) Memiliki gerbong
yang disesuaikan dengan jenis air limbah;

b) Memilki surat bukti kelayakan alat angkut;

¢) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan
air limbah.;

3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan
penyeberangan :a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut atau
dokumen sewa;

b) Memiliki surat bukti kelayakan kapal,;

c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3
pengangkutan air limbah.

4. Semua lat angkut (angkutan : jalan umum, perkeretaapian

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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dan/atau laut, sungai, danau dan penyebrangan) harus kedap air
atau tidak bocor)

Masa
Berlaku : 5 Tahun
37012 - Pengumpulan Air 1. Undang - Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan Pemohon Mendaftar di
Limbah Berbahaya Undang No. 25 R_u ans : kapasitas >5 M3/angkutan dan/atau air limbah usaha dan/atau OSS;

Tahun 2009 Lingkup kegiatan untuk semua besaran kapasitas Dipe1jiksa Oleh OPD
;eerf;a;lian Parameter : Skala Kabupaten/Kota ;F/Zlﬁrél:‘éi Pengelola
PubI}iIk; Persyaratan Administrasi :1. Persertujuan layank angkut Perizinan;

2. Undang - Persyaratan Teknis :a. Persyaratan umum usaha :1. Bukti Validasi Kepala
Undang No. 6 kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; DPMPTSP;
Tahun 2023 2. Memiliki dokumen pengangkatan air limbah yang paling sedikit Sertifikat
tentang memuat :a) Jenis dan jumlah alat angkut; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut;
Peraturan c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atu cakupan pelayanan;
Pemerintah d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;
Pengganti e) Peralatan untuk penanganan air limbah;
Undang-Undang f) Prosedur bongkar muat air limbah;
Nomor 2 Tahun g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda
2022 tentang jenis air ?H}’lbah yang akap diangkut. o
Cipta Kerja 3. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan

3. Peraturan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah);
Pemerintah No. 4. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah;

5. Memiliki dokumen manifest.
fezil:;gn 2021 Persyaratan b. Persyaratan khusus usaha :1. Alat angkut jalan umum :a)
Penyelenggaraan Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;‘ ‘
Perizinan E) l\/fiencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi
endaraan;

gzsz:i};aResiko; c) Dilekati informasi jensi air limbah yang diangkut;

4. Peraturan d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan;
Pemerintah No. e) memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;
6 Tahun 2021 f) Memilki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3
tentang pengangkutan air limbah. ' o
Penyelenggaraan 2. Alat angkut berupa angkutan perkeretapian :a) Memiliki gerbong
Perizinan yang disesuaikan dengan jenis air limbah;
Berusaha di b) Memilki surat bukti kelayakan alat angkut;
Daerah; c) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan

air limbah.;
3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan
penyeberangan :a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut atau
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dokumen sewa;,

b) Memiliki surat bukti kelayakan kapal;

c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3
pengangkutan air limbah.

4. Semua lat angkut (angkutan : jalan umum, perkeretaapian
dan/atau laut, sungai, danau dan penyebrangan) harus kedap air
atau tidak bocor)

Masa
Berlaku : 5 Tahun
37021 - Treatment Dan 1. Undang - 1. Instalasi Pengolahan Lumpu Tinia (IPLT) termasuk fasilitas Pemohon Mendaftar di
Pembuangan Air Limbah Tidak Undang No. 25 penunjangnya dengan kapasitas <50 M3/hari, dan/atau; OSS;
Berbahaya Tahun 2009 Ruang 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk Diperiksa Oleh OPD
tentang Lingkup fasilitas penunjangnya dengan kapasitas <20.000 jiwa atau Teknis;
Pelayanan 2.000 M3/hari. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
2. Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 Parameter : Skala Kabupaten/Kota DPMPTSP;
Tahun 2023 Persyaratan Administrasi :1. Persertujuan layank angkut Sertifikat
tentang Persyaratan Teknis :a. Persyaratan umum usaha :1. Bukti Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan;
Peraturan 2. Memiliki dokumen pengangkatan air limbah yang paling sedikit
Pemerintah memuat :a) Jenis dan jumlah alat angkut;
Pengganti b) Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut;
Undang-Undang c) Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atu cakupan pelayanan;
Nomor 2 Tahun d) Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;
2022 tentang e) Peralatan untuk penanganan air limbah,;
Cipta Kerja f) Prosedur bongkar muat air limbabh;
3. Peraturan g) Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda
Pemerintah No. |Persyaratan : jenis air limbah yang akan diangkut.
5 Tahun 2021 3. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan
tentang pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah);
Penyelenggaraan 4. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah;
Perizinan S. Memiliki dokumen manifest.
Berusaha b. Persyaratan khusus usaha :1. Alat angkut jalan umum :a)
Berbasis Resiko; Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
4. Peraturan b) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi

Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan

kendaraan;

c¢) Dilekati informasi jensi air limbah yang diangkut;
d) Memiliki surat tanda nomor kendaraan;

e) memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;
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Perizinan f) Memilki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3
Berusaha di pengangkutan air limbah.
Daerah; 2. Alat angkut berupa angkutan perkeretapian :a) Memiliki gerbong
yang disesuaikan dengan jenis air limbah;
b) Memilki surat bukti kelayakan alat angkut;
c) Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan
air limbah.;
3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan
penyeberangan :a) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut atau
dokumen sewa,;
b) Memiliki surat bukti kelayakan kapal;
c) Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3
pengangkutan air limbah.
4. Semua lat angkut (angkutan : jalan umum, perkeretaapian
dan/atau laut, sungai, danau dan penyebrangan) harus kedap air
atau tidak bocor)
Masa
Berlaku : 5 Tahun
KELAUTAN DAN PERIKANAN
03121 - Penangkapan Pisces/ 1. Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
[kan Bersirip diperairan darat Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh 0OSSs;
Tahun 2009 e Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan D1pe1T11?sa Oleh OPD
tentang kapal Teknis;
Pelayanan Parameter apa - . . Validasi Pengelola
Publik; e Perairan Darat diwilayah administrasinya Perizinan;
2. Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 1. Surat Izin Usaha perikanan; DPMPTSP;
Tahun 2023 2. Buku Kapal Perikanan; Sertifikat
tentang 3. Menyampaikan Informasi: a. daerah penangkapan ikan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan b. alat penangkapan ikan;
Peraturan c. pelabuhan pangkalan;
Pemerintah d. ukuran kapal;
Pengganti 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Masa
Berlaku

: 1 Tahun




Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03122 - Penangkapan Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Crustacea di Perairan Darat Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh 0SS;
Tahun 2009 e Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan Dlper'ﬂ'(sa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Parameter kapa} .. .. ) Validasi Pengelola
Publik: e Perairan Darat diwilayah administrasinya Perizinan:
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 1. Surat Izin Usaha perikanan; DPMPTSP;
Tahun 2023 2. Buku Kapal Perikanan; Sertifikat
tentang 3. Menyampaikan Informasi : a. daerah penangkapan ikan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan b. alat penangkapan ikan;
Peraturan c. pelabuhan pangkalan;
Pemerintah d. ukuran kapal,
Pengganti 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Masa
Berlaku

: 1 Tahun




Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03123 - Penangkapan Mollusca Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
di Perairan Darat Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh OSSs;
Tahun 2009 e Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan Dlpetﬂfsa Oleh OPD
tentang kapal Teknis;
Pelayanan Parameter apa - . . Validasi Pengelola
Publik; e Perairan Darat diwilayah administrasinya Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 1. Surat Izin Usaha perikanan; DPMPTSP;
Tahun 2023 2. Buku Kapal Perikanan; Sertifikat
tentang 3. Menyampaikan Informasi: a. daerah penangkapan ikan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan b. alat penangkapan ikan;
Peraturan c. pelabuhan pangkalan;
Pemerintah d. ukuran kapal;
Pengganti 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang

Masa
Berlaku

: 1 Tahun




Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03124 - Penangkapan/ Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Pengambilan Tumbuhan Air di Undang No. 25 | Lingkup t Seluruh OSS;
Perairan Darat Tahun 2009 e Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan D1pe1T1ksa Oleh OPD
tentang K Teknis;
apal . .
Pelayanan Parameter . o .. . Validasi Pengelola
o e Perairan Darat diwilayah administrasinya .. .
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 1. Surat Izin Usaha perikanan; DPMPTSP;
Tahun 2023 2. Buku Kapal Perikanan; Sertifikat
tentang 3. Menyampaikan Informasi : a. daerah penangkapan ikan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan : b. alat penangkapan ikan,;
Peraturan c. pelabuhan pangkalan;
Pemerintah d. ukuran kapal;
Pengganti 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

: 1 Tahun




03125 - Penangkapan/
Pengambilan Induk/Benih Ikan
di Perairan Darat

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

Masa
Berlaku

: Seluruh

e Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan
kapal
e Perairan Darat diwilayah administrasinya

. Surat Izin Usaha perikanan;

. Buku Kapal Perikanan;

. Menyampaikan Informasi : a. daerah penangkapan ikan;
b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;
d. ukuran kapal;

4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;

WN R+

: 1 Tahun

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

03126 - Penangkapan Ikan
Hias di Perairan Darat

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Ruang
Lingkup

Parameter

: Seluruh

e Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan
kapal

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Persyaratan

Masa
Berlaku

e Perairan Darat diwilayah administrasinya

1. Surat Izin Usaha perikanan;

2. Buku Kapal Perikanan;

3. Menyampaikan Informasi : a. daerah penangkapan ikan;
b. alat penangkapan ikan,;
c. pelabuhan pangkalan;
d. ukuran kapal;

4. membayar biaya PNBP atau retribusi daerah;

: 1 Tahun

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

03129 - Penangkapan Biota Air
Lainnya di Perairan Darat

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

Masa
Berlaku

: Seluruh

e Sampai dengan komulatif 5 GT atau tidak menggunakan
kapal
e Perairan Darat diwilayah administrasinya

: 1 Tahun

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.




Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03212 - Pembenihan Ikan Laut Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh 0ss;
Tahun 2009 e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; D1pe1j11?sa Oleh OPD
tentang ) .. ; Teknis;
Pelavanan Parameter . Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan Validasi Pengelola
y arame g
Publik; intensif. Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 Rencana Usaha yang meliputi:1. rencana kegiatan usaha,; DPMPTSP;
Tahun 2023 2. rencana tahapan kegiatan; Sertifikat
tentang 3. rencana teknologi yang digunakan,; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan : 4. sarana usaha yang dimiliki;
Peraturan 5. rencana pengadaan sarana usaha;
Pemerintah 6. rencana volume produksi; dan
Pengganti 7. rencana pembiayaan

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Masa
Berlaku

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha




Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03213 - Budidaya lkan Hias Air Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Laut Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh 0SS;
Tahun 2009 e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; Dlper'ﬂ'(sa Oleh OPD
tentang . .. . . . Teknis;
Pelayanan Parameter ¢ Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
Tahun 2023 3. Rencana teknologi yang digunakan; Sertifikat
tentang Persyaratan 4. Sarana usaha yang dimiliki; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
Peraturan 6. Rencana volume produksi; dan
Pemerintah 7. Rencana Pembiayaan.
Pengganti Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03221 - Pembesaran Ikan Air Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Tawar di Kolam Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh OSSs;
Tahun 2009 o Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; D1pe1T11?sa Oleh OPD
tentang . . . . . Teknis;
Pelayanan Parameter e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha,; Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
Tahun 2023 3. Rencana teknologi yang digunakan; Sertifikat
tentang Persyaratan : 4. Sarana usaha yang dimiliki; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
Peraturan 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
Pemerintah 7. Rencana Pembiayaan.
Pengganti Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang




Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03222 - Pembesaran Ikan Air Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Tawar di Karamba Jaring Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Apung Tahun 2009 e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; D1pe1T1ksa Oleh OPD
tentang . . . . . Teknis;
Pelayanan Parameter e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
Tahun 2023 3. Rencana teknologi yang digunakan; Sertifikat
tentang Persyaratan 4. Sarana usaha yang dimiliki; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
Peraturan 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
Pemerintah 7. Rencana Pembiayaan.
Pengganti Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;




03223 - Pembesaran Ikan Air
Tawar Di Karamba

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang .
Lingkup : Seluruh
e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;

Parameter : e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif.

Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha;
. Rencana tahapan kegiatan;

. Rencana teknologi yang digunakan;

. Sarana usaha yang dimiliki;

. Rencana pengadaan sarana usaha;

. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
. Rencana Pembiayaan.

Persyaratan

NOoO U~ Wi

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

03224 - Pembesaran Ikan Air
Tawar di Sawah

Undang -
Undang No. 25

Ruang

Lingkup . Seluruh

1.

Pemohon Mendaftar di
0OSS;
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Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

o Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;
Parameter : e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif.

Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha;
. Rencana tahapan kegiatan;

. Rencana teknologi yang digunakan;

. Sarana usaha yang dimiliki;

. Rencana pengadaan sarana usaha;

. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
. Rencana Pembiayaan.

Persyaratan

NOoOuh Wi

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03225 - Budidaya Ikan Hias Air Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Tawar Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh 0OSSs;
’{:rﬁlgﬁg2009 o Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; ?éii?;?sa Oleh OPD
Pelayanan Parameter : e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Persvaratan - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 Y " 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
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Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

. Rencana teknologi yang digunakan;

. Sarana usaha yang dimiliki;

. Rencana pengadaan sarana usaha;

. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
. Rencana Pembiayaan.

N OO W

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

5.

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

03226 - Pembenihan Ikan Air
Tawar

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

: Seluruh

e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;
e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif.

Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha;
. Rencana tahapan kegiatan;

. Rencana teknologi yang digunakan;

. Sarana usaha yang dimiliki;

. Rencana pengadaan sarana usaha;

. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
. Rencana Pembiayaan.

NOoO U~ Wi

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan

Pemerintah No.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03227 - Pembesaran Ikan Air Undang - Ruang ) Pemohon Mendaftar di
Tawar di Karamba Jaring Undang No. 25 Lingkup : Seluruh OSS;
Tancap Tahun 2009 e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang . . X . . Teknis;
Pelayanan Parameter : e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
Tahun 2023 3. Rencana teknologi yang digunakan; Sertifikat
tentang Persyaratan : 4. Sarana usaha yang dimiliki; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
Peraturan 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
Pemerintah 7. Rencana Pembiayaan.
Pengganti Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha




5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03229 - Budidaya Ikan Air Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Tawar di Media Lainnya Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh OSS;
Tahun 2009 o Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; Dlper.ﬂ?sa Oleh OPD
tentang . . . . . Teknis;
Pelayanan Parameter e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
Tahun 2023 3. Rencana teknologi yang digunakan; Sertifikat
tentang Persyaratan 4. Sarana usaha yang dimiliki; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
Peraturan 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
Pemerintah 7. Rencana Pembiayaan.
Pengganti Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;




Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03251 - Pembesaran Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di
Pisces/lkan Bersirip Air Payau Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Tahun 2009 e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; Dlpeljlksa Oleh OPD
tentang . . X . . Teknis;
Pelayanan Parameter e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
Tahun 2023 3. Rencana teknologi yang digunakan; Sertifikat
tentang Persyaratan 4. Sarana usaha yang dimiliki; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
Peraturan 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
Pemerintah 7. Rencana Pembiayaan.
Pengganti Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan




Berusaha di

Daerah;
03253 - Pembesaran Mollusca Undang - Ruang 1. Pemohon Mendaftar di
Air Payau Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Tahun 2009 o Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; 2 D1pe1T11?sa Oleh OPD
tentang . .. . . . Teknis;
Pelayanan Parameter : e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. 3. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; 4. Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Rencana tahapan kegiatan,; DPMPTSP;
Tahun 2023 3. Rencana teknologi yang digunakan; S.  Sertifikat
tentang Persyaratan : 4. Sarana usaha yang dimiliki; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
Peraturan 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
Pemerintah 7. Rencana Pembiayaan.
Pengganti Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

03254 - Pembesaran Crustacea
Air Payau

Undang -
Undang No. 25

Ruang

Lingkup . Seluruh

1.

Pemohon Mendaftar di
0OSS;
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Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

o Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;
Parameter : e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif.

Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha;
. Rencana tahapan kegiatan;

. Rencana teknologi yang digunakan;

. Sarana usaha yang dimiliki;

. Rencana pengadaan sarana usaha;

. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
. Rencana Pembiayaan.

Persyaratan

NOoOuh Wi

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
03255 - Pembesaran Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Tumbuhan Air Payau Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh 0OSSs;
’{:rﬁlgﬁg2009 o Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota; ?éii?;?sa Oleh OPD
Pelayanan Parameter : e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Persvaratan - Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 Y " 2. Rencana tahapan kegiatan; DPMPTSP;
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Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

. Rencana teknologi yang digunakan;

. Sarana usaha yang dimiliki;

. Rencana pengadaan sarana usaha;

. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
. Rencana Pembiayaan.

N OO W

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

5.

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

03259 - Budidaya Biota Air
Payau Lainnya

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

: Seluruh

e Lokasi usaha berada didalam satu daerah Kabupaten/Kota;
e Menggunakan teknologi sederha, semi intensif, dan intensif.

Rencana usaha yang meliputi :1. Rencana kegiatan usaha;
. Rencana tahapan kegiatan;

. Rencana teknologi yang digunakan;

. Sarana usaha yang dimiliki;

. Rencana pengadaan sarana usaha;

. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
. Rencana Pembiayaan.

NOoO U~ Wi

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
50222 - Angkutan Sungai dan Undang - Usaha pengangkutan barang dengan Pemohon Mendaftar di
Danau Untuk Barang Khusus Undang No. 25 |Ruang _ menggunakan kapal atau perahu barang yang OSS;

Tahun 2009 Lingkup " dirancang secara khusus unutk mengangkut Diperiksa Oleh OPD

tentang ikan. Teknis;

Pelaya.rlan « Sampai dengan 5 GT; Val%d'am ?engelola

Publik; p ) Perai darat di Lintas Kab ¢ Kot Perizinan;

Undang - arameter : . erairan darat di Lintas Kabupaten/Kota Validasi Kepala

Undang No. 6 DPMPTSP;

Tahun 2023 1. Surat Izin Usaha Perikanan; Sertifikat

tentang 2. Buku Kapal Perikanan; Standar/Izin/PB-UMKU.

Persyaratan : . . . .

Penetapan 3. Menyampaikan informasi ukuran kapal,

Peraturan 4. Membayar retribusi daerah.

Pemerintah Masa Berlaku : 1 Tahun

Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
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5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Surat Izin Usaha Undang — 03121 Pemohon Mendaftar di
Perikanan Undang No. 25 03122 OSS;
Tahun 2009 Kode KBLI : 3153 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;




Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PERHUBUNGAN
49212 - Angkutan Bus Undang - Ruang ) Pemohon Mendaftar di
Perbatasan Undang No. 25 |Lingkup + Seluruh OSSs;
Tahun 2009 P " . Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, D1ie1j11?sa Oleh OPD
;ee?:lagian R kabupaten/kota. $ZIiIclllaséi Pengelola
PublBi’k; 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan Perizinan;
Undang - dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti Validasi Kepala
Undang No. 6 lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto DPMPTSP;
Tahun 2023 kendaraan; Sertifikat
tentang 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
Peraturan 1E)namp}:,l menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
Pemerintah ermotor;
: 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
Eenrszr?; ttlJndang Persyaratan : (kuota) yang ditetapkan;
Nomor 2 Tahun S. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan
2022 tentang Angkutan Umum;
Cipta Kerja 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;
Peraturan 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
Pemerintah No. 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara

5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan

Masa
Berlaku

elektronik.

: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya




Perizinan
Berusaha di
Daerah;

49214 - Angkutan Bus Kota Undang - Ruang . Seluruh Pemohon Mendaftar di
}I‘Jnk?an%ggégs Lingieup o 835; iksa Oleh OPD
¢ a tun Parameter - Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, Tlieljl 'sa €
Peerllaa;lrglan  kabupaten/kota. V(;lir(ilaséi Pengelola
Publ}i]k' 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan Perizinan: g
Undan’g . dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti Validasi I&epala
Undang No. 6 lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto DPMPTSP;

Tahun 2023 kendaraan, Sertifikat
tentang 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
Peraturan Eqampltl menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
Pemerintah ermotor;
Pengganti ) 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
Und%fng—Undang Persyaratan : (kuota) yang ditetapkan;
Nomor 2 Tahun 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan
2022 tentang Angkutan Umum;
Cipta Kerja 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;
Peraturan 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
Pemerintah No. 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara

5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

elektronik.

: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya




49216 - Angkutan Bus Khusus

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup

Parameter

: Seluruh

. Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi,
" kabupaten/kota.

1.

Persyaratan :

Masa
Berlaku

o

LN

Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan
dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti
lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto
kendaraan;

Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;
Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
bermotor;

Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
(kuota) yang ditetapkan;

Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan
Angkutan Umum;

Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;
Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara
elektronik.

: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

49219 - Angkutan Bus dalam
Trayek Lainnya

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Ruang
Lingkup

Parameter

: Seluruh

. Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi,
" kabupaten/kota.

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;
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Undang - 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan Validasi Kepala

Undang No. 6 dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti DPMPTSP;

Tahun 2023 lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto Sertifikat

tentang kendaraan; Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;

Peraturan 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang

Pemerintah mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan

Pengganti bermotor;

Undang-Undang 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan

Nomor 2 Tahun |Persyaratan : (kuota) yang ditetapkan;

2022 tentang 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan

Cipta Kerja Angkutan Umum;

Peraturan 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;

Pemerintah No. 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;

5 Tahun 2021 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;

tentang 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara

Penyelenggaraan elektronik.

Perizinan

Berusaha M

Berbasis Resiko; B:rslzku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

Peraturan

Pemerintah No.

6 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
49411 - Angkutan Perbatasan Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Bukan Bus, dalam Trayek Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;

Tahun 2009 Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi Diperiksa Oleh OPD

tentang Parameter : Kk bg b op Kk p P ’ Teknis;

Pelayanan abupaten/ ] (_)té' ) o ) ) ) Validasi Pengelola

Publik; 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan Perizinan;

Undang - dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti Validasi Kepala

Undang No. 6 Persyaratan : lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto DPMPTSP;

Tahun 2023 kend..a?‘a'am; ) ] Sertifikat

tentang 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan

Peraturan
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Pemerintah 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
Pengganti mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
Undang-Undang bermotor;
Nomor 2 Tahun 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
2022 tentang (kuota) yang ditetapkan;
Cipta Kerja 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan
Peraturan Angkutan Umum;
Pemerintah No. 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;
5 Tahun 2021 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
tentang 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
Penyelenggaraan 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara
Perizinan elektronik.
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan Masa : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
Pemerintah No. Berlaku
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
49414 - Angkutan Perdesaan Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di
Bukan Bus, dalam Trayek Undang No. 25 |Lingkup + Seluruh OSS;
Tahun 2009 Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi Diperiksa Oleh OPD
tentang Parameter kab ’ Teknis;
abupaten/kota. . .
Pelayanan o ) o ) ) ) Validasi Pengelola
Publik; 1. Memiliki pghng sedikit 5 (lima) kendaraan yang d1bukt1kan' Perizinan;
Undang - dengan. §a11nan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti Validasi Kepala
Undang No. 6 lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto DPMPTSP;
Tahun 2023 kendaraan; _ . Sertifikat
tentang 2. Mem%l%k% dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 3. Memiliki dan/ at:au bekerjla.sama dengan pihak lain yang
Peraturan Persyaratan : mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
Pemerintah bermotOI.‘;
Pengganti 4. Kesesuaian depgan perencanaan kebutuhan kendaraan
Undang-Undang (kuota) yang d1tetapk.an;. .
Nomor 2 Tahun S. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan
2022 tentang Angkutan Umum;
6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;

Cipta Kerja
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Peraturan 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
Pemerintah No. 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
5 Tahun 2021 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara
tentang elektronik.
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha Masa : 5 Tahun
Berbasis Resiko; Berlaku
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
49415 - Angkutan Darat Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Khusus Bukan Bus Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh 0OSSs;

Tahun 2009 P ¢ . Linok . 1 Kkab ten /Kot Diperiksa Oleh OPD
tentang arameter : Lingkup operasional nya kabupaten/kota. Teknis:
Pelayanan 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan Validas,,i Pengelola
Publik; dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti Perizinan;
Undang - lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto Validasi Kepala
Undang No. 6 kendaraan; , , DPMPTSP;
Tahun 2023 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Sertifikat
tentang 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
Peraturan ‘Ib;ermoto?; q Kebutuhan kend

: esesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
g2§;g:li?h Persyaratan : (kuota) yang ditetapkan;
Undang-Undang S. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan
Nomor 2 Tahun Angkutan Umum;
2022 tentang 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;
Cipta Kerja 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan,;
Peraturan 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;

9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara

Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

elektronik.




- 73 -

ggszgi};aResiko; lg[;‘Sleu : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
49421 - Angkutan Taksi Undang - Ruang . Seluruh Pemohon Mendaftar di

Undang No. 25 |Lingkup - Seluru 0ss;
I:IB:ZE 2009 Parameter Lingkup operasional antar provinsi dan dalam provinsi, ,Ir)elii?slfsa Oleh OPD
Pelayaian  kabupaten/kota. Validaéi Pengelola
Publik; 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan Perizinan;
Undang - dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti Validasi Kepala
Undang No. 6 lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) dan foto DPMPTSP;
Tahun 2023 kendaraan; Sertifikat
tentang 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
Peraturan glamp}:,l menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
Pemerintah ermotor;

; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
E;Izﬁfr?; tllJndang Persyaratan : (kuota) yang ditetapkan;
Nomor 2 Tahun S. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan
2022 tentang Angkutan Umum;
Cipta Kerja 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang;
Peraturan 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
Pemerintah No. 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;

9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara

5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang

Masa
Berlaku

elektronik.

: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya




Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
49442 - Angkutan Jalan Rel Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Wisata Undang No. 25 | Lingkup t Seluruh OSS;
2‘:&1;25009 Parameter : Lingkup Operasional nya dalam satu Kabupaten/Kota ’]l?éirel?sl'(sa Oleh OPD
Pelayanan 1. Izin usaha kegiatan pokok; ' Validasi Pengelola
Publik; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; Perizinan;
Undang - Persyaratan 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus Validasi Kepala
Undang No. 6 dan kegiatan pokoknya DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Masa . . Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;




50111 - Angkutan Laut Dalam
Negeri Liner dan Tramper
Untuk Penumpang

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan :

: Seluruh

Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan

: antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan

dalam wilayah kabupaten/kota.

1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun
sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau
koperasi dari instansi yang berwenang; dan

2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat
Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis
pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang
dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal
(bussines plan);

4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran
paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);

5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal
motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1
(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu
Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan indonesia;

Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak
paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK)
dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling
kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);

7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;

8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik
laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);

9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3
termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin
penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan
General Arrangement (GA);

10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus
dapat dibuktikan melalui:

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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a. Grosse akta kapal,

b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;

c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. Crew list bagi tongkang bermesin

I\B/[:rsl:ku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya

50114 - Angkutan Laut Dalam Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di

Negeri Perintis untuk Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh OSSs;

Penumpang Tahun 2009 Lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan Dlpetﬂfsa Oleh OPD
tentang Parameter :antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan Tek.ms,'
gflllillsilli?an dalam wilayah kabupaten/kota. nggliertls;nl:fengelola
Undan’g . 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun Validasi I&epala
Undang No. 6 sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau DPMPTSP;

Tahun 2023 koperasi dari instansi yang berwenang; dan Sertifikat
tentang 2. M.emiliki palipg.sedikit 1 (satu) orang tenaga_ ahli setingkgt Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis
Peraturan pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang
Pemerintah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
Pengganti 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal
Undang-Undang (bussines plan);
Nomor 2 Tahun 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran
2022 tentang paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
Cipta Kerja 5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal
Peraturan motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1
Pemerintah No. (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu
5 Tahun 2021 |Persyaratan : Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
tentang berkewarganegaraan indonesia;
Penyelenggaraan 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
Perizinan paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak
Berusaha paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK)
Berbasis Resiko; dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling
Peraturan kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
Pemerintah No. 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
6 Tahun 2021 paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
tentang 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;
Penyelenggaraan 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik
Perizinan laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3

termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin
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Berusaha di

penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan

Daerah; General Arrangement (GA);
10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus
dapat dibuktikan melalui:
a. Grosse akta kapal;
b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d.Crew list bagi tongkang bermesin
I\B/[:rleku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50131 - Angkutan Laut Dalam 1. Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Negeri untuk Barang Umum Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Ejﬁgﬁ 2009 Lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan ?;ifl?slfsa Oleh OPD
Pelayarg1an Parameter : antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan Vali das’,i Pengelola
Publik: dalam wilayah kabupaten/kota. Perizinan:
2. Undan’g . 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun Validasi I&epala
Undang No. 6 sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau DPMPTSP;
Tahun 2023 koperasi dari instansi yang berwenang; dan Sertifikat
tentang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis
Peraturan pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang
Pemerintah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
Pengganti 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal
Undang-Undang (bussines plan);
Nomor 2 Tahun 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran
2022 tentang Persyaratan : paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
Cipta Kerja 5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal
3. Peraturan motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1
Pemerintah No. (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu
5 Tahun 2021 Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
tentang berkewarganegaraan indonesia;
Penyelenggaraan 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
Perizinan paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak
Berusaha paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK)
Berbasis Resiko; dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling
4. Peraturan kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);

Pemerintah No.
6 Tahun 2021
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tentang 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
Penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
Perizinan 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;
Berusaha di 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik
Daerah; laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3
termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin
penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan
General Arrangement (GA);
10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus
dapat dibuktikan melalui:
a. Grosse akta kapal;
b. Surat ukur kapal yang masih berlaku,;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d.Crew list bagi tongkang bermesin
I\B/[:rsl:ku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50134 - Angkutan Laut Dalam Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Negeri Perintis untuk Barang Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
’{:Iizg 2009 Lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan ?elifl?slfsa Oleh OPD
Pela. arglan Parameter : antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan Vali daéi Pencelola
Publ}i]k' dalam wilayah kabupaten/kota. Perizinan: g
Undan’g . 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun Validasi I&epala
Undang No. 6 sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau DPMPTSP;
Tahun 2023 koperasi dari instansi yang berwenang; dan Sertifikat
tentang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis
Peraturan pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang
Pemerintah Persyaratan : dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
Pengganti ) 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal
Undang-Undang (bussines plan);
Nomor 2 Tahun 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran
2022 tentang paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal

Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021

motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1
(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu
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tentang Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
Penyelenggaraan berkewarganegaraan indonesia;
Perizinan 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
Berusaha paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak
Berbasis Resiko; paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK)
Peraturan dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling
Pemerintah No. kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
6 Tahun 2021 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
tentang paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
Penyelenggaraan 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;
Perizinan 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik
Berusaha di laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
Daerah; 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3
termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin
penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan
General Arrangement (GA);
10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus
dapat dibuktikan melalui:
a. Grosse akta kapal;
b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. Crew list bagi tongkang bermesin
Masa : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
Berlaku : p J y
50141 - Angkutan Laut Luar Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di
Negeri untuk Barang Umum Undang No. 25 |Lingkup + Seluruh OSS;
Tahun 2009 Li . . . . Diperiksa Oleh OPD
intas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan .
tentang Parameter : antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan Teknis;
p yan p ) p 1
Pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota Validasi Pengelola
Publik; y oup S B N Perizinan;
Undang - 1. Menempati tempat usaha, baik berupa ml.hk.sendlrl maupun Validasi Kepala
Undang No. 6 sewa, bgrdaggrkan sgrat keterangan domisili perusahaan atau DPMPTSP;
Tahun 2023 kopere}s% dar} 1nsta1?51. yang berwenang; dan o Sertifikat
tentang Persyaratan : 2. M.emlhkl pa111.'1g‘sed1k1t 1 (satu) orang tenaga. ahli setmgkgt Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis
Peraturan pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang
Pemerintah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

Pengganti
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal
(bussines plan);

4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran
paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);

5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal
motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1
(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu
Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan indonesia;

6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak
paling kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK)
dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling
kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);

7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut

tentang paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
Penyelenggaraan 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau;
Perizinan 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik
Berusaha di laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT
Daerah; 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3
termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin
penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan
General Arrangement (GA);
10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus
dapat dibuktikan melalui:
a. Grosse akta kapal;
b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;
c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d.Crew list bagi tongkang bermesin
I\B/[;*SIZku : Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
50211 - Angkutan Sungai dan Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Danau Liner (Trayek Tetap dan Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Teratur) untuk Penumpang Tahun 2009 Parameter : dalam Kabupaten/Kota D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang S ] L ) ) Teknis;
Pelayanan 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi Validasi Pengelola
Publik; Persyaratan : persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan Perizinan;

rencana trayek yang dilayani;




- 81 -

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

2. Sertifikasi Pengawakan;

3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan
danau;

4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai
dan danau (awak kapal).

: 5 Tahun

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

50218 - Angkutan

Penyeberangan dalam
Kabupaten/Kota untuk

Penumpang

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan :

: Seluruh

: Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota.

1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan
daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal,

2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen
atau sementara;

3. Kesesuaian lintas yang dilayani;

4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang
akan dioperasikan;

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan
penyeberangan; dan;
6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).

: 5 Tahun

50223 - Angkutan Sungai dan
Danau untuk Barang
Berbahaya

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan :

Masa
Berlaku

: Seluruh

. Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara, antar
" kabupaten/kota dalam provinsi, kabupaten /kota.

1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi
persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan
rencana trayek yang dilayani;

2. Sertifikasi Pengawakan;

3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan
danau;

4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai
dan danau (awak kapal).

: 5 Tahun

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.




Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
50228 - Angkutan Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Penyeberangan Umum dalam Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
Kabupaten/Kota untuk Barang I:rﬁlallﬁ 2009 Parameter : Lingkup operasionalnya dalam satu Kabupaten/Kota ,?éii?sl.isa Oleh OPD

Pelayarglan 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan Validas,,i Pengelola

Publik; daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; Perizinan;

Undang - 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen Validasi Kepala

Undang No. 6 atau sementara, . , DPMPTSP;

Tahun 2023 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; Sertifikat

tentang Persyaratan : 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan akan dioperasikan;

Peraturan 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan

Pemerintah penyeberangan; dan

Pengganti 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).

Undang-Undang

Nomor 2 Tahun |Masa

2022 tentang Berlaku : 5 Tahun

Cipta Kerja

Peraturan

Pemerintah No.

5 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan




Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
52222 - Aktivitas Pelayanan Undang - Ruang Pemohon Mendaftar di
Kepelabuhanan Sungai dan Undang No. 25 |Lingkup : Seluruh OSSs;
Danau Tahun 2009 P . Diperiksa Oleh OPD
arameter : Kabupaten/Kota .
tentang ] ) ) Teknis;
Pelayanan 1. Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis Validasi Pengelola
Publik; serta aspek ekonomis dan finansial; Perizinan;
Undang - 2. lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan Validasi Kepala
Undang No. 6 ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang DPMPTSP;
Tahun 2023 dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah Sertifikat
tentang administrasi pelabuhan; Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 3. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan;
Peraturan 4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan
Pemerintah danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan;
Pengganti 5. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana
Undang-Undang Anggaran Bia.ya (RAB); - . .
Nomor 2 Tahun 6. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis;
7. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp
%?thi Eg:rtjing Persyaratan : pelabuhan sungai dan danau;
Peraturan 8. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana
Pemerintah No. penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;
5 Tahun 2021 9. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan;
tentang 10. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan dan uji coba
Penyelenggaraan sandar kapal; -
Perizinan 11. Bukti ketersediaan :
Berusaha
Berbasis Resiko; a. Fasilitas untukmenjamin kelancaran pelayanan
Peraturan pelabuhan sungai dan danau;

Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang

b. Pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM);

c.Ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau.
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lzzgziel}lzr;ggaraan lg[;‘Sleu : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - 50111 Pemohon Mendaftar di
rencana pengoperasian kapal Undang No. 25 |Kode KBLI : 50114 OSS;
omisi (Risiko Menengah Tinggi) Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
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PB UMKU - Izin kegiatan kerja
keruk (Risiko Tinggi)

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Kode KBLI : 42914

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Izin kegiatan kerja Undang - Kode KBLI : 43210 Pemohon Mendaftar di
keruk dan penyiapan lahan Undang No. 25 OSS;
(reklamasi) (Risiko Tinggi) Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola

Publik;

Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Izin kegiatan kerja Undang - Kode KBLI : 43210 Pemohon Mendaftar di
reklamasi (Risiko Tinggi) Undang No. 25 OSS;
Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Izin operasi Undang - 749442 Pemohon Mendaftar di
perkeretaapian khusus Undang No. 25 |Kode KBLI : 49450 OSS;
Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Izin operasi Undang - Kode KBLI : 42103 Pemohon Mendaftar di
prasarana perkeretaapian Undang No. 25 OSS;
umum Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Izin operasi sarana Undang — 49110 Pemohon Mendaftar di
perkeretaapian umum Undang No. 25 49120 OSS;
Tahun 2009 Kode KBLI : ;0,744 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
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Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Izin pembangunan Undang - 49449 Pemohon Mendaftar di
prasarana perkeretaapian Undang No. 25 |Kode KBLI : 49450 OSS;
khusus Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
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PB UMKU - Izin pembangunan
prasarana perkeretaapian
umum

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Kode KBLI : 42103

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
PB UMKU - Izin Undang - Kode KBLI : 52221 Pemohon Mendaftar di
pembangunan/pengembangan Undang No. 25 OSS;
pelabuhan umum (Risiko Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Tinggi) tentang Teknis;

Pelayanan Validasi Pengelola

Publik;

Perizinan;




Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Penetapan Undang - :Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas Pemohon Mendaftar di
peningkatan kemampuan Undang No. 25 |Kode pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general OSs;
pengoperasian fasilitas Tahun 2009 KBLI cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, 52221 Diperiksa Oleh OPD
pelabuhan dari fasilitas untuk tentang curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi) Teknis;
melayani barang umum Pelayanan Validasi Pengelola
(general cargo/multipurpose) Publik; Perizinan,;
men Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Pengalihan izin Undang - Kode KBLI : 49450 Pemohon Mendaftar di
operasi perkeretaapian khusus Undang No. 25 OSS;
Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Peningkatan Undang - Kode KBLI : 52221 Pemohon Mendaftar di
kemampuan pengoperasian Undang No. 25 OSS;
fasilitas pelabuhan dari Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
fasilitas untuk melayani barang tentang Teknis;
umum (general Pelayanan Validasi Pengelola
cargo/multipurpose) menjadi Publik; Perizinan;
untuk Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Persetujuan hasil Undang — Kode KBLI : 84127 Pemohon Mendaftar di
Analisis Dampak Lalu Lintas Undang No. 25 OSS;
(ANDALALIN) Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
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Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - 50111 Pemohon Mendaftar di
pemutakhiran Siupal/Siopsus Undang No. 25 |Kode KBLI 50114 OSS;
(Risiko Menengah Rendah) Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
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PB UMKU - Sertifikat standar
pemutakhiran Siupal/Siopsus
(Risiko Menengah Rendah)

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

50131
Kode KBLI : 50134

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - Kode KBLI : 43210 Pemohon Mendaftar di
pengoperasian Terminal Undang No. 25 OSS;
Khusus/TUKS (Risiko Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Menengah Tinggi) tentang Teknis;

Pelayanan Validasi Pengelola

Publik;

Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - Kode KBLI : 43210 Pemohon Mendaftar di
pembangunan/pengembangan Undang No. 25 OSS;
Terminal Khusus/TUKS (Risiko Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Menengah Tinggi) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - Kode KBLI : 33151 Pemohon Mendaftar di
pembukaan kantor cabang Undang No. 25 OSS;
perawatan dan perbaikan kapal Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
(Risiko Menengah Rendah) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah

Pengganti
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - 50131 Pemohon Mendaftar di
pembukaan kantor cabang Undang No. 25 |Kode KBLI : 50134 OSS;
Siupal (Risiko Menengah Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Tinggi) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.




102

5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang — 50111 Pemohon Mendaftar di
pembukaan kantor cabang Undang No. 25 |Kode KBLI : 50114 OSS;
Siupal (Risiko Menengah Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Tinggi) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
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Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan:1. Perusahaan Pemohon Mendaftar di
pemutakhiran 2 (dua) tahunan: Undang No. 25 bongkar muat; OSS;
1. Perusahaan bongkar muat; Tahun 2009 2. Jasa pengurusan transportasi; Diperiksa Oleh OPD
2. Jasa pengurusan tentang 3. Depo peti kemas; Teknis;
transportasi; 3. Depo peti Pelayanan 4. Tally mandiri; Validasi Pengelola
kemas; 4. Tally m Publik; Kode 5. Angkutan perairan pelabuhan; Perizinan;
Undang - KBLI 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait 33151 Validasi Kepala
Undang No. 6 dengan angkutan laut; DPMPTSP;
Tahun 2023 7. Perawatan dan perbaikan kapal; Sertifikat
tentang 8. Pengelolaan kapal; atau Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan 9. Keagenan kapal;
Peraturan 10. Perantara jual beli
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha di

Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - Kode KBLI : 43210 1. Pemohon Mendaftar di
penyesuaian Terminal Undang No. 25 OSS;
Khusus/TUKS (Risiko Tahun 2009 2. Diperiksa Oleh OPD
Menengah Tinggi) tentang Teknis;
Pelayanan 3. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 4. Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 5.  Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

PB UMKU - Sertifikat standar
perpanjangan

Undang -
Undang No. 25

Kode KBLI : 43210

1.

Pemohon Mendaftar di
0OSS;
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pembangunan/pengembangan
Terminal Khusus/TUKS (Risiko
Menengah Tinggi)

Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang — Kode KBLI : 43210 Pemohon Mendaftar di
perpanjangan pengoperasian Undang No. 25 OSS;
Terminal Khusus/TUKS (Risiko Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Menengah Rendah) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
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Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

5.

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

PB UMKU - Sertifikat standar
perpanjangan persetujuan
kegiatan kerja keruk/kerja
reklamasi/kegiatan kerja keruk
dan reklamasi (Risiko
Menengah Tinggi)

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

42914
Kode KBLI : 43210

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang — 50111 Pemohon Mendaftar di
perubahan data Undang No. 25 |Kode KBLI : 50114 OSS;
Siupal/Siopsus (Risiko Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Menengah Rendah) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
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5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang — 50131 Pemohon Mendaftar di
perubahan data Undang No. 25 |Kode KBLI : 50134 OSS;
Siupal/Siopsus (Risiko Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
Menengah Rendah) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
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Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - 50111 Pemohon Mendaftar di
rencana pengoperasian kapal Undang No. 25 50114 OSS;
liner deviasi (Risiko Menengah Tahun 2009 Kode KBLI : 50131 Diperiksa Oleh OPD
Tinggi) tentang 50134 Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha di

Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - 50111 Pemohon Mendaftar di
rencana pengoperasian kapal Undang No. 25 50114 OSS;
liner substitusi (Risiko Tahun 2009 Kode KBLI : 50131 Diperiksa Oleh OPD
Menengah Tinggi) tentang 50134 Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
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PB UMKU - Sertifikat standar
rencana pengoperasian kapal
omisi (Risiko Menengah Tinggi)

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Kode KBLI :

50131
50134

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

PB UMKU - Sertifikat standar
rencana pengoperasian kapal
tramper/tramper khusus
(Risiko Menengah Tinggi)

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Kode KBLI :

50111
50114

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - Kode KBLI : 50131 Pemohon Mendaftar di
rencana pengoperasian kapal Undang No. 25 OSS;
tramper/tramper khusus Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
(Risiko Menengah Tinggi) tentang Teknis;

Pelayanan Validasi Pengelola

Publik; Perizinan;

Undang - Validasi Kepala

Undang No. 6 DPMPTSP;

Tahun 2023 Sertifikat

tentang Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - 50131 Pemohon Mendaftar di
rencana pengoperasian kapal Undang No. 25 |Kode KBLI : 50134 OSS;
trayek tetap dan teratur (liner) Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
(Risiko Menengah Tinggi) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PB UMKU - Sertifikat standar Undang - 50111 Pemohon Mendaftar di
rencana pengoperasian kapal Undang No. 25 |Kode KBLI : 50114 OSS;
trayek tetap dan teratur (liner) Tahun 2009 Diperiksa Oleh OPD
(Risiko Menengah Tinggi) tentang Teknis;
Pelayanan Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
PERTANIAN
01111 - Pertanian Jagung Undang - Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyedia-an saprodi Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Ruang : i OSS;
g INo. Linek : yang tepat, pertana-man, pemeliha-raan, panen, dan/atau ;
Tahun 2009 1ngkup pascapa_nen) Tanaman Jagung Diperiksa Oleh OPD
tentang . . . Teknis;
Pelayanan Parameter : Lokasi/tempat usah.a berada pad.a wilayah kabupaten/ kota. Validasi Pengelola
Publik; 1. Rencgna kerja usaha budidaya; Perizinan;
Undang - Persyaratan g Eukt} pen%uals(aan lahan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 . erizinan lingKkungan DPMPTSP,
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan Ruan
Pemerintah vang : Usaha Perbenihan Jagung
P - Lingkup
engganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar
benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih;

3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai

Persyaratan : pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.
4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih  sesuai
dengan persyaratan usaha;

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis
(akan disediakan informasi spasial); dan
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Berusaha 6. Perizinan lingkungan.
Berbasis Resiko;
Peraturan M
Pemerintah No. asa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Berlaku
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01112 - Pertanian Gandum Undang - Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Ruang : : 0SS;
ndang INO. Lineku . yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau o5
Tahun 2009 gKUp pascapanen) Tanaman Gandum Dlpellesa Oleh OPD
;’ee?;?f;lian Parameter : Lokasi/tempat usah.a berada pad‘a wilayah kabupaten/ kota. 5211?211:; Pengelola
Publik; 1. Rencgna kerja usaha budidaya,; Perizinan;
Undang - Persyaratan g 11§u1‘<t'1 pen%uals(aan lahan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 . erizinan lingKkungan DPMPTSP,
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan R
Pemerintah uang : Usaha Perbenihan Gandum
P - Lingkup
engganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar

benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih;
3. Keterangan memiliki tenaga kerja
yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan di bidang perbenihan;
4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih  sesuai
dengan persyaratan usaha;

Persyaratan :

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis

(akan disediakan informasi spasial); dan
6. Perizinan lingkungan.
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Penyelenggaraan| Masa . .
Perizinan Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Berusaha di
Daerah;
01113 - Pertanian Kedelai Undang - Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Ruang . - 0SS;
Lineku : yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau o5
Tahun 2009 gxup pascapanen) Tanaman Gandum Diperiksa Oleh OPD
tentang Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Teknis;
Pelayanan . . Validasi Pengelola
Publik; é gerll(cgna kerja usalilahbudldaia; Perizinan;
- . Bukti penguasaan lahan usaha; s dasi
823222 No. 6 Persyaratan 3. Perizinan lingkungan E%lﬁ/?s;lsg;e pala
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah R.u ang : Usaha Perbenihan Kedelai
Pengganti Lingkup
Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Persyaratan :

Masa
Berlaku

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pengedar

benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih;
3. Keterangan memiliki tenaga kerja
yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan di bidang perbenihan;
4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih  sesuai
dengan persyaratan usaha,;

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis

(akan disediakan informasi spasial); dan
6. Perizinan lingkungan.

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
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01114 - Pertanian Kacang
Tanah

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021

Ruang
Lingkup

Parameter

Persyaratan

Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi
. yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau
pascapanen) Tanaman Kacang Tanah

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Rencana kerja usaha budidaya;
2. Bukti penguasaan lahan usaha;
3. Perizinan lingkungan

Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Ruang
Lingkup
Parameter

: Usaha Perbenihan Kacang Tanah

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pengedar

benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih;
3. Keterangan memiliki tenaga kerja
yang mempunyai pengetahuan dan

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang Persyaratan : keterampilan di bidang perbenihan;

Penyelenggaraan 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih  sesuai

Perizinan dengan persyaratan usaha;

Berusaha 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis

Berbasis Resiko; (akan disediakan informasi spasial); dan

Peraturan 6. Perizinan lingkungan.

Pemerintah No.

6 Tahun 2021 Masa

tentang : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Berlaku

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
01115 - Pertanian Kacang Undang - Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi Pemohon Mendaftar di
Hijau Undang No. 25 |Ruang : yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau OSS;

Tahun 2009 Lingkup pascapanen) Tanaman Kacang Hijau Diperiksa Oleh OPD

;eerll;;;lian Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ;F/Zlﬁrél:éi Pengelola

Publik; Persyaratan 1. Rencana kerja usaha budidaya; Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

2. Bukti penguasaan lahan usaha;
3. Perizinan lingkungan

Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Ruang
Lingkup
Parameter

: Usaha Perbenihan Kacang Hijau

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1.

Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pengedar
benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
Peraturan : . .
. produksi benih atau untuk peredaran benih;
Pemerintah No. e .
3. Keterangan memiliki tenaga kerja
5 Tahun 2021 .
yang mempunyai pengetahuan dan
tentang . © . .
Persyaratan : keterampilan di bidang perbenihan;
Penyelenggaraan : . .
Perizi 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih  sesuai
Be1;121r$11; dengan persyaratan usaha,;
erusa . 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis
Berbasis Resiko; . . . L
(akan disediakan informasi spasial); dan
Peraturan 6. Perizinan lingkungan.
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Penyelenggaraan|Berlaku
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01117 - Pertanian Biji-bijian Undang — Ruang ) o Pemohon Mendaftar di
Penghasil Minyak Makan Undang No. 25 Lingkup : Budi Daya Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan 0SS;
Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 Persyaratan : fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

tentang karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Penyelenggaraan
Perizinan M
Berusaha di asa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
. Berlaku
Daerah;
01117 - Pertanian Biji-bijian Undang — Ruang o Pemohon Mendaftar di
Penghasil Minyak Makan Undang No. 25 |Lingkup : Produksi Wijen OSS;
(produksi wijen) I:Iizggzoog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,]l?elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Dokumen asal usul bgnih (bers.ertiﬁkat fian ber.label); Validaéi Pengelola
Publik; Persyaratan 2. Pencataatan da'ta benih yang diproduksi dan diedarkan; dan Perizinan;
Undang - 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembentuka. Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
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3. Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

4. Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

01.1 19 - Pertanian Serealia 1. Undang - Ruam Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi 1.  Pemohon Mendaftar di
Lainnya, Aneka Kacang Undang No. 25 g . yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau OSSs;

Tahun 2009 Linglup pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang 2. Diperiksa Oleh OPD
tentang Teknis;

Pelayanan ) ) 3. Validasi Pengelola
Publik; 1. Rencana kerja usaha budidaya; Perizinan;

2. Undang - Persyaratan 2. Bukt_l penguasaan lahan usaha; 4. Validasi Kepala

Undang No. 6 3. Perizinan lingkungan DPMPTSP;
Tahun 2023 S.  Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah

Pengganti
Undang-Undang|Parameter  : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Ruang

. : Usaha Perbenihan Serealia Lainnya, Aneka Kacang
Lingkup

Nomor 2 Tahun Persvaratan - 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pengedar
2022 tentang Y ’ benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
Cipta Kerja
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih;

3. Keterangan memiliki tenaga kerja
yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan di bidang perbenihan;

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih
dengan persyaratan usaha;

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis
(akan disediakan informasi spasial); dan

6. Perizinan lingkungan.

sesuai

tentang M
Penyelenggaraan asa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Perizi Berlaku

erizinan
Berusaha di
Daerah;

01121 - Pertanian Padi Hibrida Undang - Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi Pemohon Mendaftar di

Undang No. 25 |Ruang : i 0SS;

ndang NO. Lineku : yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau o5
Tahun 2009 gxup pascapanen) Tanaman Padi Hibrida ?1§er1ksa Oleh OPD
tentang . . eknis;

P : Lok h layah k kota. ’

Pelayanan arameter okasi/tempat usa .a berada pad.a wilayah kabupaten/ kota Validasi Pengelola
Publik; 1. Rencgna kerja usaha budidaya; Perizinan;
Undang - Persyaratan g Eul'ct.l pen%uaiaan lahan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 - Ferizinan ingkungan DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan Ruan
Pemerintah . g : Usaha Perbenihan Padi Hibrida
P t Lingkup

engganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pengedar
benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih;

Persyaratan : 3. Keterangan memiliki tenaga kerja

yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan di bidang perbenihan;

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih
dengan persyaratan usaha;

sesuai
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis
(akan disediakan informasi spasial); dan
6. Perizinan lingkungan.

tentang I\B/[:rsl:ku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01122 - Pertanian Padi Inbrida Undang - Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 R.u arlig . yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau OSs;
Tahun 2009 Lingkup pascapanen) Tanaman Padi Inbrida Diperiksa Oleh OPD
;ee?:;zian Parameter : Lokasi/tempat usah.a berada pad‘a wilayah kabupaten/ kota. 52111(121:; Pengelola
Publik; 1. Rencgna kerja usaha budidaya,; Perizinan;
Undang - Persyaratan 2. Bul‘(t'l penguasaan lahan usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 3. Perizinan lingkungan DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan R
Pemerintah L.u arlig : Usaha Perbenihan Padi Inbrida
Pengganti ngrUp

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang

Parameter

Persyaratan :

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pengedar
benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih,;

3. Keterangan memiliki tenaga kerja
yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan di bidang perbenihan;

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih
dengan persyaratan usaha;

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis
(akan disediakan informasi spasial); dan

6. Perizinan lingkungan.

sesuai
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Penyelenggaraan
Peri}z,inangg lg[;‘Sleu : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Berusaha di
Daerah;
01131 - Pertanian Hortikultura Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Sayuran Daun Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Sayuran Daun 0ss;
;F:rﬁzg 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ’]l?éirel?sl'(sa Oleh OPD
Pelayaian 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; Validas,,i Pengelola
Publik; Persvaratan 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang- Perizinan;
Undang - Y undangan. Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa ) ) . Sertifikat
tentang Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
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01132 - Pertanian Hortikultura
Buah

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan :

Masa
Berlaku

: Budi Daya Buah

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar
benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi
benih atau peredaran benih.

3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang
mempunyai pengetahuan dan
keterampilan di bidang perbenihan.

4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
01133 - Pertanian Hortikultura Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Sayuran Buah Undang No. 25 |Lingkup + Budi Daya Sayuran OSS;

I:rﬁzggoog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,]?éii?sl_(sa Oleh OPD

Pelayanan Persyaratan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; Validaéi Pengelola

Publik;

Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Masa
Berlaku

2. memilki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-
undangan

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01134 - Pertanian Hortikultura Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Sayuran Umbi Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Sayuran Umbi OSS;
I:ﬁizg;oog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ?éii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan Persyaratan : Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan Validaéi Pengelola
Publik; Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Perizinan,;
Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
01135 - Pertanian Aneka Umbi Undang - Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi Pemohon Mendaftar di
Palawija Undang No. 25 R.u ang . yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau OSS;

Tahun 2009 Lingkup pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija Dipe1jiksa Oleh OPD

;ee?;?rgian Parameter : Lokasi/tempat usah.a berada pad.a wilayah kabupaten/ kota. \T/Zlfigljéi Pengelola

Publik; 1. Rencgna kerja usaha budidaya,; Perizinan;

Undang - Persyaratan g Eul.(t.l penz;;}laiaan lahan usaha; Validasi Kepala

Undang No. 6 - Perizinan lingkungan DPMPTSP;

Tahun 2023 Sertifikat

tentang Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan

Peraturan R

Pemerintah uang : Usaha Perbenihan Aneke Umbi Palawija

Pengganti Lingkup

g8

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsenatau pengedar

Persyaratan benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
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3. Peraturan

Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk
produksi benih atau untuk peredaran benih;

3. Keterangan memiliki tenaga kerja
yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan di bidang perbenihan;

4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih  sesuai
dengan persyaratan usaha;

5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis
(akan disediakan informasi spasial); dan

6. Perizinan lingkungan.

tentang
Penyelenggaraan Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Perizinan Berlaku
Berusaha di
Daerah;
01136 - Pertanian Jamur Undang — Ruang ) ) Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya jamur OSS;
I:Iizggzoog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,]l?elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Perizi.ngn prasarana sesuai lokasi. tempat usaha; Validaéi Pengelola
Publik; Persyaratan 2. memilki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang- Perizinan;
Undang - undangan Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa ) . Sertifikat
tentang Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01137 - Pertanian Bit, Gula Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Dan Tanaman Pemanis Bukan Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Bit OSS;
Tebu Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Dlpeljlksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemerintah Persyaratan : sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

S. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

tentang 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
Penyelenggaraan karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Perizinan
Berusaha di M
Daerah; B:lrsl:ku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

E;agrﬁlgl D : Produksi Benih Stevia

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);
p 2. Pencatataan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
ersyaratan 3. Pencatataan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
01139 - Pertanian Hortikultura Undang — Ruang ) ) Pemohon Mendaftar di
Sayuran Lainnya Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Sayuran Lainnya 0OSSs;

"[I‘:rit:g;oog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,?elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; Validaéi Pengelola
Publik; Persvaratan 2. memilki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang- Perizinan;
Undang - Y undangan Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa . . Sertifikat
tentang Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
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5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01160 - Pertanian Tanaman Undang — Ruang . . . Pemohon Mendaftar di
Berserat Undang No. 25 Lingkup : Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf OSS;
Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Dlpeljlksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar / Izin / PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemermta}h sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Persyaratan :

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;




- 132 -

Peraturan 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
Pemerintah No. sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
6 Tahun 2021 pembiayaan; dan
tentang 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
Penyelenggaraan karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Perizinan
Berusaha di
Daerah; Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Berlaku
01191 - Perkebunan Tembakau Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Tembakau 0SS;
Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemermtgh sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Persyaratan :

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
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Berusaha di Masa . .
Daerah: Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
01191 - Pertanian Tanaman Undang - Ruang ) . Pemohon Mendaftar di
Pakan Ternak Undang No. 25 Lingkup : Produksi Benih Tanaman Penutup Tanah 0SS;
E:rigggzoog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ’?éifl?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Dokumen asal usul benih (berertifikat dan berlalbel; Validaéi Pengelola
Publik; Persyaratan g 1Eencatatan 1ciatait benih yang dlilproduksi dta;m fi}iledarkan; Perizinan;
Undang - . Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya Sertifikat
tentang Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan R
Peraturan L;larlig : Budi Daya Tanaman Penutup Tanah
Pemerintah gKup
Pengganti Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Persyaratan :

Persyaratan Umum :

1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Persyaratan Khusus :

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan
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6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

l]éi/learsl:ku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

01193 - Pertanian Tanaman 1. Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Bunga Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Tanaman Bunga OSS;

Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Dlper.lksa Oleh OPD

tentang Teknis;

Pelayanan 1. Membuat rencan.a.u‘saha; ) Validasi Pengelola

Publik; 2. Pernyataan memiliki/menguasai lahan/kebun untuk usaha Perizinan;

2. Undang - Budi Daya yang sesuai dengan RTRW; Validasi Kepala

Undang No. 6 3. Pernyetaan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk DPMPTSP;

Tahun 2023 usaha Budi Daya; ) Sertifikat

tentang Persyaratan : 4. Penyetaan ketersediaan sarana prasarana yang memadai Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan unutk usaha Budi Daya (dilengkapi dokumen perizinan

Peraturan sarana prasarana jika diperlukan);

Pemerintah 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi

Pengganti lahan dan air, serta tata kelola limbah.

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
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01199 - Pertanian Tanaman
Semusim Lainnya Ytdl

1.

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup
Parameter

: Budi Daya Tanaman Semusim Lain

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Persyaratan Umum :

1.

Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Persyaratan Khusus :

1.

Persyaratan :

Masa
Berlaku

Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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01210 - Pertanian Buah
Anggur

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang . .
Linglkup : Budi Daya Tanaman Anggur

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Membuat rencana usaha;

2. Pernyataan memiliki/menguasai lahan/kebun untuk usaha
Budi Daya yang sesuai dengan RTRW;

3. Pernyetaan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk
usaha Budi Daya;

Persyaratan : 4. Penyetaan ketersediaan sarana prasarana yang memadai
unutk usaha Budi Daya (dilengkapi dokumen perizinan
sarana prasarana jika diperlukan);

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi
lahan dan air, serta tata kelola limbah.

Masa

Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

01220 - Pertanian Buah-
buahan Tropis dan Sub Tropis

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Ruang

Lingkup : Budi Daya Buah-Buahan Tropis dan Sub Tropis

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.
Persyaratan : Persyaratan Umum :

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;




- 137 -

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun

1.

Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Persyaratan Khusus :

1.

Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

2022 tentang 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
Cipta Kerja untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
Peraturan pengendalaian kebakaran;
Pemerintah No. 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
5 Tahun 2021 digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
tentang ulayat;
Penyelenggaraan 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
Perizinan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
Berusaha mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
Berbasis Resiko; perkebunan; o
Peraturan 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
Pemerintah No. sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
6 Tahun 2021 pembiayaan; dan
tentang 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
Penyelenggaraan karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Perizinan
Berusaha di Masa . .
Daerah; Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
01230 - Pertanian Buah Jeruk Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 Lingkup : Budi Daya Buah Jeruk OSS;
’E:Iizgg2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ?éii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Membuat rencana usaha; _ Validasi Pengelola
Publik; 2. Pern.yataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Perizinan;
Undang - Budi daya yang sesuai dengan RUTW; Validasi Kepala
Undang No. 6 Persyaratan 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk DPMPTSP;
Tahun 2023 usaha Budi daya; ) Sertifikat
tentang 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan

Peraturan

sarana prasarana jika diperlukan);
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi
lahan dan air serta tata kelola limbah.

. Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara
" berkala

01240 - Pertanian Buah Apel
dan Buah Batu (Poma and
Stone Fruit)

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan

: Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Membuat rencana usaha;

2. Pernyataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha
Budi daya yang sesuai dengan RUTW;

3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk
usaha Budi daya;

4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai
untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan
sarana prasarana jika diperlukan);

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi
lahan dan air serta tata kelola limbah.

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

. Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara
" berkala

01251 - Pertanian Buah Beri

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
S Tahun 2021

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan

Masa
Berlaku

: Budi Daya Buah Beri

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Membuat rencana usaha;

2. Pernyataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha
Budi daya yang sesuai dengan RUTW;

3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk
usaha Budi daya;

4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai
untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan
sarana prasarana jika diperlukan);

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi
lahan dan air serta tata kelola limbah.

: Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01252 - Pertanian Buah Biji Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Kacang-Kacangan Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Jambu Mete OSS;
I:igg;oog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ’]Ij‘éifl?fsa Oleh OPD
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peratqran 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemermtgh sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Persyaratan : Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;
3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang

digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak

ulayat;

4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;
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Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

tentang 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

Penyelenggaraan karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Perizinan

Berusaha di

Daerah; Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Berlaku

01253 - Pertanian Sayuran Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Tahunan Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Sayuran Tahunan OSS;

I:rﬁgﬁgoog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,]I?éiiilfsa Oleh OPD

Pelayanan 1. Periz%l?a.n prasarana sesuai lokasi .tempat usaha; Validaéi Pengelola

Publik; Persyaratan 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang- Perizinan;

Undang - undangan. Validasi Kepala

Undang No. 6 DPMPTSP;

Tahun 2023 Masa . Sertifikat

tentang Berlaku : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya. Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha di
Daerah;

01259 - Pertanian Buah Semak
Lainnya

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan :

Masa
Berlaku

: Budi Daya Buah Semak Lainnya

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Membuat rencana usaha

2. Pernyataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha
Budi daya yang sesuai dengan RUTW.

3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk
usaha Budi daya.

4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai
untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan
sarana prasarana jika diperlukan);

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi
lahan dan air serta tata kelola limbah.

: Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Berusaha di

Daerah;
01261 - Perkebunan Buah Undang - Ruang . 1. Pemohon Mendaftar di
Kelapa Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Kelapa OSS;
Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 2 D1pelT1ksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan Umum : 3. Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana 4. Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 5.  Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar / Izin / PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemerintah sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

: : Persyaratan :

Cipta Kerja Y 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang

llzeratu_rinh N digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
emerintah No. ulayat;

5 Tahun 2021 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn

tentang masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan

Peqy?lenggaraan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan

Perizinan perkebunan;

Berusgha ) 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Berbasis Resiko; sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana

Peratqranh pembiayaan; dan

Pemerintah No. 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

t6 T?hun 2021 karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

entang

Penyelenggaraan

Perizina}tln q II\E»A;*SIZku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Berusaha di

Daerah;

01262 - Perkebunan Buah Undang - Ruang 1. Pemohon Mendaftar di

Kelapa Sawit

Undang No. 25

Lingkup

: Budi Daya Kelapa Sawit (Pembenihan)

OSS;
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Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Parameter

Persyaratan

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.

Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Ruang
Lingkup
Parameter

: Budi

Daya Kelapa Sawit (Budi Daya)

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Persyaratan Umum :

1.

Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Persyaratan Khusus :

1.

Persyaratan :

Masa
Berlaku

Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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01269 - Perkebunan Buah
Oleaginous Lainnya

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Ruang
Lingkup
Parameter

: Budi

Daya Zaitun

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Persyaratan Umum :

1.

Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Persyaratan Khusus :

1.

Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

Undang-Undang 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

Nomor 2 Tahun untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta

?2(')23 Egnt?ng Persyaratan pengendalaian kebakaran;

1pta Kerja 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang

Peraturan digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak

Pemerintah No. ulayat;

S Tahun 2021 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn

tentang masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan

Peqy§1enggaraan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan

Perizinan perkebunan;

Berusaha 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Berbasis Resiko; sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana

Peratqran pembiayaan; dan

Pemerintah No. 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

6 Tahun 2021 karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

tentang

Penyelenggaraan y

Perizinan aslak : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Berusaha di Berlaku

Daerah;
01270 - Pertanian Tanaman Undang - Ruang ) . . Pemohon Mendaftar di
Untuk Bahan Minuman Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Kopi, Kakao OSS;

I:rﬁzggoog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,]?éii?sl_(sa Oleh OPD

Pelayanan Persyaratan 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); Validasi Pengelola

Publik;

2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan;

Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.

Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01270 - Pertanian Tanaman Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Untuk Bahan Minuman (Budi Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Kopi, Kakao OSS;
Daya Kopi dan Kakao) I:ﬁizg;oog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ?éii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 Persyaratan : fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak

ulayat;

4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

tentang karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Daerah: Berlaku
01270 - Pertanian Tanaman Undang — Ruang ) Pemohon Mendaftar di
Untuk Bahan Minuman (Budi Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Teh OSS;
Daya Kopi dan Kakao) dan teh I:Iizggzoog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,]l?elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan :
Peratqran 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemerintah sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021

3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang

digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

tentang 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
Penyelenggaraan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
Perizinan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
Berusaha perkebunan;
Berbasis Resiko; 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
Peraturan sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
Pemerintah No. pembiayaan; dan
6 Tahun 2021 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
tentang karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Daerah:; Berlaku
01282 - Perkebunan Cengkeh Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 Lingkup : Budi Daya Cengkeh OSS;
Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Dlpeljlksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peratqran 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemerintah Persyaratan : sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

S. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

tentang 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
Penyelenggaraan karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Perizinan
Berusaha di M
Daerah; B:lrsl:ku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Ruang .

Lingkup : Perkebunan Cengkeh

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Dokumen asal usul benih (bersertiikat dan berlabel);
p 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
ersyaratan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
01283 - Pertanian Cabai Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di

Undang No. 25 |Lingkup + Budi Daya Cabai OSS;
"[I‘:rit:g;oog Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. ,?elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; Validaéi Pengelola
Publik; Persvaratan 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang- Perizinan;
Undang - Y undanganh. Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
Tahun 2023 Masa ) . Sertifikat
tentang Berlaku : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya. Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan Ruan
Pemerintah L.u akg : Pertanian Cabai (Perbenihan Hortikultura Cabai)
Pengganti ngrUp

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.

Parameter

Persyaratan :

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar
benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi
benih atau peredaran benih;




- 150 -

5 Tahun 2021 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang

tentang mempunyai pengetahuan dan

Penyelenggaraan keterampilan di bidang perbenihan;

Perizinan 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

Berusaha

Berbasis Resiko; M

Peraturan asa : Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.

Pemerintah No. Berlaku

6 Tahun 2021

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Berusaha di

Daerah;
01284 - Perkebunan Tanaman Undang - Ruang . . . Pemohon Mendaftar di
Aromatik /Penyegar Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Nilam, Sereh Wengi OSS;

Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Dlpeltlksa Oleh OPD

tentang Teknis;

Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola

Publik; Perizinan;

Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala

Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;

Tahun 2023 Sertifikat

tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan

Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan

Pemermta}h sistem untuk melakukan pengendalian Organisme

Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;

Persyaratan :

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;
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Peraturan 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Pemerintah No. sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana

6 Tahun 2021 pembiayaan; dan

tentang 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

Penyelenggaraan karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Perizinan

Berusaha di

Daerah; Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Berlaku

01285 - Pertanian Tanaman Undang - Ruang . . . Pemohon Mendaftar di
Obat Atau Biofarmaka Rimpang Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang OSS:;

Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. D1pe1j1ksa Oleh OPD

tentang Teknis;

Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola

Publik; Perizinan;

Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala

Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;

Tahun 2023 Sertifikat

tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan

Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan

Pemermtgh sistem untuk melakukan pengendalian Organisme

Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan

Persyaratan :

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
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Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan :

Masa
Berlaku

Ruang
Lingkup
Parameter

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

: Budi Daya Ginseng

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Persyaratan Umum :

1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Persyaratan Khusus :

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

S. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

: Produksi Benih Ginseng

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.
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Persyaratan

1.
2.
3.

Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);
Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan
Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.

Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

01286 - Pertanian Tanaman
Obat Atau Biofarmaka Non
Rimpang

1.

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang
Lingkup
Parameter

: Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang

: Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

Persyaratan Umum :

1.

Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Persyaratan Khusus :

1.

Persyaratan :

Masa
Berlaku

Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;

Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

: Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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R.u ang : Budi Daya Kina, Adas, Pinang, Gambir
Lingkup
Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.
Persyaratan Umum :
1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
Persyaratan Khusus :
1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);
2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
Persyaratan : pengendalaian kebakaran;
3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;
4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;
5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan
6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Masa . .
Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
01289 - Pertanian Tanaman 1. Undang - Ruang . . . . Pemohon Mendaftar di
Rempah-Rempah, Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala OSS;
Argma‘ak/ Penye-gar, dan Obat Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. D1pe1f1ksa Oleh OPD
Lainnya tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan : Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
2. Undang - Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
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Tahun 2023 S.  Sertifikat

tentang 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Standar/lIzin/PB-UMKU.

Penetapan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Peraturan

gemerlntgh Persyaratan Khusus :

engganti

Undang-Undan

NomorgQ Tahung 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan

2022 tentang sistem untuk melakukan pengendalian Organisme

Cipta Kerja Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Peraturan 2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

Pemerintah No. untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta

5 Tahun 2021 pengendalaian kebakaran;

tentang 3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang

Penyelenggaraan dilgunfkan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak

Perizinan ulayat;

Berusaha 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn

Berbasis Resiko: masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan

Peraturan ’ mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan

Pemerintah No. perkebunan;

6 Tahun 2021 5. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

tentang sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana

Penyelenggaraan pembiayaan; dan

Perizinan 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

Berusaha di karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Daerah;

Masa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
Berlaku

01289 - Pertanian Tanaman Undang - Ruang . . . . 1. Pemohon Mendaftar di
Rempah—Rempah, Undang No. 25 Lingkup : Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala O.SS; ‘
ﬁ:i)rrlrrllazlilél:ggi leieiuié;lr?i?l Obat ;F:rﬁzg 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. 2. ’]I?éii?slfsa Oleh OPD
Kemir{, Panili, Kayu Manis, Pelayaian 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); 3. Validaéi Pengelola
Pala) Publik; Persvaratan 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan Perizinan;

Undang - Y 3. Pencataatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 4. Validasi Kepala

Undang No. 6 DPMPTSP;

Tahun 2023 Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya S.  Sertifikat

tentang Standar/Izin/PB-UMKU.

Penetapan

Peraturan

Pemerintah
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Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01291 - Perkebunan Karet dan Undang - Ruang ) . Pemohon Mendaftar di
Tanaman Penghasil Getah Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Karet OSS;
Lainnya Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. D1pe1j1ksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan Persyaratan Umum : Validasi Pengelola
Publik; Perizinan;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana Validasi Kepala
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat DPMPTSP;
Tahun 2023 Sertifikat
tentang Persyaratan Khusus : Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan Persyaratan :
Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemermtgh sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;
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3. Peraturan

Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang
digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak
ulayat;

4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

S. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan

6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

tentang karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Penyelenggaraan
Perizinan M
Berusaha di asa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
. Berlaku
Daerah;
R.u ans : Produksi Benih Karet
Lingkup
Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.
1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);
p 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan ; dan
ersyaratan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
01299 - Pertanian Cemara dan Undang - Ruang . Budi Daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman
Tanaman Tahunan Lainnya Undang No. 25 Lingkup " Tahunan Lainnya
I:rﬁzg 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.
Pelayarglan Persyaratan Umum :
Publik;
Undang - 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana
Undang No. 6 fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
Tahun 2023
Persyaratan :
tentang Persyaratan Khusus :
Penetapan
Peraturan 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan
Pemermtgh sistem untuk melakukan pengendalian Organisme
Pengganti Pengganggu Tumbuhan (OPT);

Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

2. Meiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalaian kebakaran;
3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang

digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak

ulayat;

4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengn
masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan
mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan
perkebunan;

S. KEsanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana
pembiayaan; dan
6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,

tentang karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
Penyelenggaraan
Perizinan M
Berusaha di asa : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya

Berlaku
Daerah;

Ruang _ Produksi Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan

Lingkup " Tanaman Tahunan Lainnya

Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota.

1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);
p 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan;
ersyaratan 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
Masa Berlaku : Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya
01301 - Pertanian Tanaman Undang — Ruang ) . Pemohon Mendaftar di
Hias Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Tanaman Hias OSS;

Tahun 2009 Parameter : Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota. Dlpeltlksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan 1. Membuat rencana usaha; _ Validasi Pengelola
Publik; 2. Pernyataan memliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Perizinan;
Undang - Budi daya yang sesuai dengan RUTW; Validasi Kepala
Undang No. 6 |persyaratan 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk DPMPTSP;
Tahun 2023 usaha Budi daya; ) Sertifikat
tentang 4. Pernyataan keters.edlaan sarana prasarana yang m}imadm Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan

Peraturan

sarana prasarana jika diperlukan);




- 159 -

Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi
lahan dan air serta tata kelola limbah.

. Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara
" berkala

01411 - Pembibitan dan Budi
Daya Sapi Potong (Budi Daya)

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan :

Masa
Berlaku

: Budi Daya Sapi Potong

: Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;

2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;

3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
peternakan; dan

4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan
merupakan galur baru.

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01411 - Pembibitan dan Budi Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Daya Sapi Potong (Pembibitan) Undang No. 25 | Lingkup : Pembibitan Sapi Potong OSS;
I:rﬁzggQOog Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ’]I:‘)éii?sl'isa Oleh OPD
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validas,,i Pengelola
Publik; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan;
Undang - 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 | persyaratan peternakan; dan , _ DPMPTSP;
Tahun 2023 : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.
Peraturan
Pemerintah Masa ) .
Pengganti Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01412 - Pembibitan dan Budi Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Daya Sapi Perah (Budi Daya) Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Sapi Perah OSSs;
I:igﬁgzoog Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ,Ir)elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validaéi Pengelola
Publik; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan;
Undang - 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 | persvaratan : peternakan; fiap ] ) . DPMPTSP;
Tahun 2023 Y : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.
Peraturan
Pemerintah Masa . .
Pengganti Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
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Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01412 - Pembibitan dan Budi Undang - Ruang . . Pemohon Mendaftar di
Daya Sapi Perah (Pembibitan) Undang No. 25 | Lingkup : Pembibitan Sapi Perah OSS;
’g‘:rﬁl;ggQOOQ Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ’]l?éirel?sl'(sa Oleh OPD
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validas,,i Pengelola
Publik; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan;
Undang - 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 | persyaratan peternakan; dan _ _ DPMPTSP;
Tahun 2023 : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin /PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.
Peraturan
Pemerintah Masa . .
Pengganti Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
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01413 - Pembibitan dan Budi
Daya Kerbau Potong

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

R.u ansg : Pembibitan Kerbau Potong
Lingkup
Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;
2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;
3. Keterangan mengenali jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
P . peternakan; dan
ersyaratan : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan
merupakan galur baru.
Masa : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Berlaku ’

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01413 - Pembibitan dan Budi Undang - Ruang ) . . Pemohon Mendaftar di
Daya Kerbau Potong Undang No. 25 |Lingkup : Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong OSS;
Tahun 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota D1pe1f1ksa Oleh OPD
tentang ] ) ) ) Teknis;
Pelayanan Persyaratan : 1. Memenuhl' kesesuguan sistem manajemen usaha; Validasi Pengelola
Publik; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan;
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Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Masa
Berlaku

Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
peternakan; dan

Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan
merupakan galur baru.

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01414 - Pembibitan dan Budi Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Daya Kerbau Perah Undang No. 25 | Lingkup : Pembibitan Kerbau Perah OSS;
’E:Iizgg2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ?éii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validaéi Pengelola
Publik: 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan:
Undan’g . 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi I&epala
Undang No. 6 | persvaratan - peternakan; dan , _ DPMPTSP;
Tahun 2023 Y : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.

Peraturan
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Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Masa
Berlaku

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01414 - Pembibitan dan Budi Undang — Ruang ) Pemohon Mendaftar di
Daya Kerbau Perah Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Kerbau Perah OSS;
Tahun 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota D1pe1f1ksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validaéi Pengelola
Publik: 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan:
Undan’g . 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi I&epala
Undang No. 6 | persvaratan : peternakan; dan ) . DPMPTSP;
Tahun 2023 Y : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.
Peraturan
Pemerintah Masa . .
Pengganti Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
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Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01420 - Peternakan Kuda dan Undang - Ruang ) o Pemohon Mendaftar di
Sejenisnya Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Kuda dan Sejenisnya OSS;
I:rﬁzggQOog Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ’]I:‘)éii?sl'isa Oleh OPD
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validas,,i Pengelola
Publik; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan;
Undang - 3. Keterangan mengenali jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 | persyaratan peternakan; dan , _ DPMPTSP;
Tahun 2023 : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.
Peraturan
Pemerintah Masa ) .
Pengganti Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01441 - Pembibitan dan Budi Undang — Ruang o Pemohon Mendaftar di
Daya Domba Potong Undang No. 25 |Lingkup : Pembibitan Domba Potong OSSs;
Tahun 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota D1pe1T1ksa Oleh OPD
tentang Teknis;
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validaéi Pengelola
Publik; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan;
Undang - 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 | persvaratan : peternakan; fiap ] ) . DPMPTSP;
Tahun 2023 Y : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.
Peraturan
Pemerintah Masa . .
Pengganti Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
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Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01441 - Pembibitan dan Budi Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Daya Domba Potong Undang No. 25 | Lingkup : Budi Daya Domba Potong OSS;
’g‘:rﬁl;ggQOOQ Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ’]l?éirel?sl'(sa Oleh OPD
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validas,,i Pengelola
Publik; 2. Keterangan mengenali jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Perizinan;
Undang - peternakan; da? ) ) _ Validasi Kepala
Undang No. 6 Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan DPMPTSP;
Tahun 2023 dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Sertifikat
tentang merupakan galur baru. Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan Masa . .
Pemerintah Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
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01442 - Pembibitan dan Budi
Daya Kambing Potong

Undang —
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Ruang . . .
Lingkup : Pembibitan Kambing Potong
Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;
2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
peternakan; dan
Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan
merupakan galur baru.

Masa

Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

01442 - Pembibitan dan Budi
Daya Kambing Potong

Undang -
Undang No. 25

Ruang

Lingkup : Budi Daya Kambing Potong

1.

Pemohon Mendaftar di
0OSS;
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Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Parameter

Persyaratan :

Masa
Berlaku

: Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;

2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
peternakan; dan

3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan
merupakan galur baru.

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01443 - Pembibitan dan Budi Undang — Ruang o ) Pemohon Mendaftar di
Daya Kambing Perah Undang No. 25 |Lingkup : Pembibitan Kambing Perah 0OSSs;
I:rizggzoog Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ’]i“)elii?slfsa Oleh OPD
Pelayanan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validaéi Pengelola
Publik: Persyaratan : 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Perizinan:
Undang - peternakan; dan Validasi Kepala
Undang No. 6 DPMPTSP;
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Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

Masa
Berlaku

3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan
merupakan galur baru.

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

5.

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

01443 - Pembibitan dan Budi
Daya Kambing Perah

Undang -
Undang No. 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;
Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Ruang
Lingkup
Parameter

Persyaratan :

Masa
Berlaku

: Budi Daya Kambing Perah

: Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;

2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
peternakan; dan

3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan
merupakan galur baru.

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Pemohon Mendaftar di
OSS;

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.
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Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01444 - Pembibitan dan Budi Undang — Ruang . Pemohon Mendaftar di
Daya Domba Perah Undang No. 25 Lingkup : Pembibitan Domba Perah OSS;
I:Iﬁzg 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ?éii?slfsa Oleh OPD
Pelayarglan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validas,,i Pengelola
Publik; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Perizinan;
Undang - peternakan; dan ) , Validasi Kepala
Undang No. 6 Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan DPMPTSP;
Tahun 2023 dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Sertifikat
tentang merupakan galur baru. Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan Masa . .
Pemerintah Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
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5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01444 - Pembibitan dan Budi Undang — Ruang . Pemohon Mendaftar di
Daya Domba Perah Undang No. 25 |Lingkup : Budi Daya Domba Perah OSS;
’{;ﬁzg 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ’?elifl?slfsa Oleh OPD
Pelayaian 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validaéi Pengelola
Publik; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Perizinan;
Undang - peternakan; dan ) _ Validasi Kepala
Undang No. 6 Persyaratan : 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan DPMPTSP;
Tahun 2023 dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Sertifikat
tentang merupakan galur baru. Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan
Peraturan Masa . .
Pemerintah Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Pengganti

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
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Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01445 - Produksi Bulu Domba Undang — Ruang Pemohon Mendaftar di
Mentah/Raw Wool Undang No. 25 | Lingkup : Seluruh OSS;
I:rﬁZE 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota ,]?éiiilfsa Oleh OPD
Pelayalzc'glan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validaéi Pengelola
Publik; 2. Prasayarat instalasi pengolahan limbah; Perizinan;
Undang - 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha Validasi Kepala
Undang No. 6 | persvaratan peternakan; dan . _ DPMPTSP;
Tahun 2023 Yy : 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Sertifikat
tentang dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan merupakan galur baru.
Peraturan
Pemerintah Masa . .
Pengganti Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
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Berusaha di

Daerah;

01450 - Peternakan Babi Undang — Ruang L ) ) 1.  Pemohon Mendaftar di
Undang No. 25 Lingkup : Pembibitan Dan Budi Daya Babi 0SS;
Tahun 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota 2. D1pe1T1ksa Oleh OPD
tentang ) Teknis;
Pelayanan Tngllzat : Menengah Tinggi 3. Validasi Pengelola
Publik; €sIKOo Perizinan;
Undang - 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 4. Validasi Kepala
Undang No. 6 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi DPMPTSP;
Tahun 2023 usaha peternakan; dan 5. Sertifikat
tentang Persyaratan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan Standar/Izin/PB-UMKU.
Penetapan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan
Peraturan digunakan merupakan galur baru.
Pemerintah
Pengganti Masa

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang

Berlaku

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Cipta Kerja Ruang : Pembibitan Dan Budi Daya Babi
Peraturan Lingkup
emerintah No. |Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
P intah N P Lah ha berada pada wilayah kabup k
5 Tahun 2021 Tingkat . .
tentang Resiko : Tll’lggl
gz?gillzr;ggaraan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;
Berusaha 2. Prasayarat instalasi perngolahan limbah;
. . 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi
Berbasis Resiko; ]
Peraturan Persvaratan usaha peternakan; dan
Pemerintah No Y 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan
6 Tahun 2021 ' dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan
¢ digunakan merupakan galur baru.
entang
Penyelenggaraan
Perizinan Masa . . .
Berusaha di Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Daerah;
01461 - Budi Daya Ayam Ras Undang - Ruang 1. Pemohon Mendaftar di

Pedaging

Undang No. 25

Lingkup

: Budi Daya Ayam Ras Peadging

OSS;
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Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik;

Undang -
Undang No. 6
Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021

Parameter
Tingkat
Resiko

Persyaratan

Masa Berlaku

: Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

: Menengah Tinggi

1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;

2. Prasayarat instalasi pengolahan limbah; dan;

3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
peternakan

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Diperiksa Oleh OPD
Teknis;

Validasi Pengelola
Perizinan;

Validasi Kepala
DPMPTSP;

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;
01462 - Budi Daya Ayam Ras Undang - Ruang . Pemohon Mendaftar di
Petelur Undang No. 25 Lingkup : Budi Daya Ayam Ras Petelur OSS;
Tahun 2009 Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota Dlpeljlksa Oleh OPD
tentang ) Teknis;
Pelayanan gngllzat : Menengah Tinggi Validasi Pengelola
Publik; €S1Ko Perizinan;
Undang - Persvaratan 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; Validasi Kepala
Undang No. 6 Y 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan; DPMPTSP;
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Tahun 2023
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2022 tentang
Cipta Kerja
Peraturan
Pemerintah No.
5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko;
Peraturan
Pemerintah No.
6 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha di
Daerah;

3. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha
peternakan.

Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

5.

Sertifikat
Standar/Izin/PB-UMKU.

01463 - Pembibitan Ayam
Lokal dan Persilangannya

Undang -
Undang No. 25
T